
BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR   32   TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang :     a.   bahwa dengan ditetapkannya peraturan Daerah Kabupaten
Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun  2023  tentang  Pajak  Daerah
dan  Retribusi  Daerah,  perlu  mengatur  Ketentuan  Umum
dan   Tata   Cara   Pemungutan   Pajak   Barang   dan   Jasa
Tertentu;

b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Pemungutan  Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu;

Mengingat  :       1.   Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang     Nomor     35     Tahun     2007      tentang
Pembentukan     Kabupaten     Kubu     Raya     di     Provinsi
Kalimantan  Barat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2007   Nomor   101,   Tambahan   I,embaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);

3.   Undang-Undang     Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah      (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor    6    Tahun    2023    tentang   Penetaparl    Peraturan
Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun
2022     tentang    Cipta    Kelja    menjadi    Undang-Undang
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2023  Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4.   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   4   tahun   2023    tentang
Peraturan  Pemerintah  tentang  Pemungutan  Pajak  P,arang~7   .
dan  Jasa  Tertentu  atas  Tenaga  Listrik  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2023   nomor   17,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);



6.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   35   Tahun   2023   tentang
Ketentuan   Umum   Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

7.   Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor  13 Tahun
2023    tentang    Pajak    Daerah    dan    Retribusi    Daerah
(Lembaran   Daerah  Kabupaten   Kubu   Raya  Tahun   2023
Nomor  13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :    PERATURAN   BUPATI   TENTANG   KETENTUAN   UMUM   DAN
TATA    CARA    PEMUNGUTAN    PAJAK    BARANG    DAN    JASA
TERTENTU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.     Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara

Pemerintahan      Daerah      yang      memimpin      pelaksanaan      urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3.     Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.     Dewan  Perwakilan   Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD

adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.     Badan  Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

6.     Kepala  Badan  adalah  Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten
Kubu Raya.

7.     Pejabat  adalah  Pegawai  yang  ditunjuk  oleh  Bupati  yang  diberi  tugas
tertentu  di  bidang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sesuai  dengan
ketentuan p eraturan perundang-undangan.

8.     Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Pajak  adalah  kontribusi  wajib
kepada  Daerah  yang  terutang  oleh   orang  pribadi   atau  badan  yang
bersifat     memaksa     berdasarkan     undang-undang,     dengan     tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

9.     Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
10.   Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak,

pemotong   Pajak,   dan   pemungut   Pajak   yang   mempunyai   hak   dan
kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

11.   Penanggung  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  bertanggung
jawab  atas  pembayaran  Pajak,  termasuk  wakil  yang  menjalankan  hak
dan  memen-uhi  k€wajiban -Wajib  Pajak  menuru-t  k;tentu-an  peraturan i7 `
p erundang-undangan perpaj akan.

12.   Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu masa
Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.



13.   Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan
kesatuan,  baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha    yang    meliputi    perseroan    terbatas,    perseroan    komanditer,
perseroan lalnnya, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD dengan mama
dan   dalam   bentuk   apapun,   rirma,   kongsi,   koperasi,   dana   pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik,   atau  organisasi  lainnya,  1embaga  dan  bentuk  badan  lalnnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14.   Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
15.   Tempat   Pelayanan   Pajak   Daerah,   yang   selanjutnya   disingkat   TPPD,

adalah  tempat  pelayanan  perpajakan   daerah  yang  terintegrasi  pada
Bapenda untuk memberikan pelayanan perpajakan daerah kepada wajib
pajak.

16.   Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah
Pajak  yang  dibayarkan  oleh  konsumen  akhir  atas  konsumsi  barang
dan/atau I.asa tertentu.

17.   Prinsip    Sez/   Assessment    adalah    sistem    pemungutan    pal.ak    yang
memberikan  wewenang  penuh  kepada  Wajib  Pajak  untuk  melakukan
perhitungan,  menyetor,  dan  melaporkan  sendiri  atas  pajak  yang  wajib
diba.yarkan.

18,   Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang
disediakari,  dijual  dan/atau  diserahkan,  baik  secara  langsung  maupun
tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

19.   Restoran   adalah   fasilitas   penyediaan   layanan   makanan   dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran.

20.  Jasa   boga   atau    Katering   adalah   penyediaan    makanan    dan/atau
minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk
keperluan  tertentu  berdasarkan  kontrak  atau  peljanjian  tertulis  atau
tidak tertulis.

21.   Tenaga  Listrik  adalah  tenaga  atau  energi  yang  dihasilkan  oleh  suatu
pembangkit    tenaga    listrik   yang    didistribusikan    untuk    bermacam
peralatan listrik.

22.   Perusahaan   Listrik   Negara   yang   selanjutnya   disingkat   PLN   adalah
Perusahaan Listrik Negara (Persero).

23.   Rekening  Listrik  atau  tagihan  listrik  adalah  tanda  bukti  pembayaran,
pemakaian atau pengguna tenaga listrik.

24.   Harga  Satuan  Listrik  yang  selanjutnya  disebut  Harga  Satuan  adalah
harga per KWH atas pemakaian arus listrik yang berlaku didaerah.

25.   Harga  Satuan  Listrik  untuk  tenaga  listrik  berasal  dari  PLN  mengacu
kepada Harga Satuan yang digunakan oleh PLN.

26.   Harga Satuan Listrik untuk tenaga listrik berasal dari Non PLN mengaou
kepada Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati.

27.   Jasa    Perhotelan    adalah   jasa    penyediaan    akomodasi   yang    dapat
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,  kegiatan hiburan
dan/ atau fasilitas lainnya.

28.   Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas
imbalan atas pelayanan hotel.

29.   Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir
di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan  di  area  parkir,  baik  yang  disediakan  berkaitan  dengan
pokok usaha  maupun yang disediakan  sebagai  suatu usaha,  termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

30.  Jasa     Kesenian     dan     Hiburan     adalah     jasa     penyediaan
penyelenggaraan    semua   jenis    tontonan,    pertunjukan,    permainan,
ketangkasan, rekreasi dan/ atau keramaian untuk dinikmati.



31.   Kesenian  dan  hiburan  insidentil  adalah  kesenian  dan  hiburan  yang
diselenggarakan secara insidentil atau tidak tetap dengan menggunakan
tanda masuk,  temasuk penyelenggaraan  kesenian  dan  hiburan dalam
acara menjelang pergantian tahun baru.

32.   Penyelenggara  jasa  kesenian  dan  hiburan  adalah  orang  pribadi  atau
badan  yang  meyelenggarakan  hiburan  baik  untuk  dan  atas  namanya
sendiri    atau    untuk    dan    atas    mama    pihak    Iain    yang    menjadi
tanggungannya.

33.   Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan mama dan
dalam   bentuk   apapun   yang   dapat   dipergunakan   untuk   menonton,
menggunakan atau menikmati hiburan.

34.   Harga  tanda  masuk  yang  selanjutnya  disingkat  HTM  adalah  nilai jual
yang  tercantum  pada  tanda  masuk yang harus  dibayar  oleh  penonton
atau pengunjung.

35.   Pembayaran  adalah  jumlah  nilai  uang  atau  yang  dapat  disamakan
dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas
penyerahan jasa kepada penyelenggara jasa kesenian dan hiburan.

36.   Penonton  atau pengunjung adalah setiap  orang yang menghadiri  suatu
hiburan   untuk   melihat   dan/atau   mendengar,   menikmatinya   atau
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara jasa kesenian
hiburan    kecuali     penyelenggara,     karyawan,     artis,     petugas    yang
menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

37.   Permainan     ketangkasan     manual/elektronik     adalah     usaha    yang
menyediakan   tempat,   peralatan   mesin,   dan   fasilitas   untuk  bermain
ketangkasan yang  bersifat  hiburan  bagi  anak-anak  dan  orang  dewasa,
serta  dapat  didukung  dengan  perkembangan  teknologi  komputer  yang
menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.

38.   Pagelaran kesenian adalah usaha yang menyediakan tempat,  peralatan,
fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan
semi dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau
minuman.

39.   Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi
biaya-biaya.

40.   Eon penjualan  (B€Z0  atau  falctur  atau  invoice  adalah  bukti  pembayaran,
yang  sekaligus  sebagai  bukti  pungutan  pajak,  yang  dibuat  oleh  wajib
pajak  pada  saat  mengajukan  pembayaran  atas  transaksi  PBJT  atas
makanan dan/atau minuman, PRJT atas jasa perhotelan, PBUT atas jasa
parkir dan PB`JT atas jasa kesenian dan hiburan kepada subjek pajak;

41.   Perforasi  adalah  tanda  pengesahan  dari  Bapenda  atas  benda  berharga
dan/atau  benda  lainnya  yang  akan  dipergunakan  atau  diedarkan  di
Masyarakat.

42.   Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi   perpajakan   daerah   yang   dipergunakan   sebagai   tanda
pengenal  diri atau  identitas Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

43.   Nomor  Objek  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  NOPD  adalah
nomor    identitas    objek    Pajak    sebagai    sarana    dalam    administrasi
perpajakan dengan ketentuan tertentu.

44.   F`ormuhir  Pendaftaran  Pajak  adalah  surat  yang  digunakan  Wajib  Pajak
untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya.

45.   Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat
keterangan yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai pemberitahuan bahwa
Wajib   Pajak   telah   terdaftar   pada   administrasi   Bapenda  yang   berisi
identitas Wajib Pajak serta kewajiban perpajakan Daerah.

46.   Kedaluwarsa Penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat
terutangnya  Pajak  atau  beralchimya  nasa  Pajak,  bagian  Tahun  Pajak,
atau Tahun Pajak. H



47.   Dilarang     diborongkan     adalah     bahwa.     seluruh     proses     kegiatan
Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak
terutang,  pengawasan,  penyetoran,  dan  Penagihan  Pajak  tidak  dapat
dikerjasamakan  dengan  pihak  ketiga,   namun  dimungkinkan   adanya
kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dalam  rangka  mendukung  kegiatan
Pemungutan  Pajak,  antara  lain  pengiriman  surat  kepada  Wajib  Pajak
atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

48.   Imbauan adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagal
pengingat   agar   Penanggung   Pajak   dapat   melunasi   Utang   Pajaknya
sebelum diterbitkannya Surat Teguran. imbauan dapat diberikan melalui
surat imbauan atau melalui media lainnya.

49.   Surat   lmbauan   adalah   surat   yang   diterbitkan   terkalt   pelaksanaan
pengawasan    terhadap    Wajib    Pajak    dalam    memenuhi    kepatuhan
kewajiban perpa.jakannya.

50.   Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SFTPD
adalah   surat  yang   oleh   Wajib   Pajak   digunakan   untuk   melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan
objek  Pajak,  dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.

51.   Surat  Ketetapan  Pal.ak Daerah yang  selanjutnya disingkat  SKPD  adalah
surat ketetapan  Pajak yang menentukan  besarnya jumlah  pokok  Pajak
yang terutang.

52.   Tanggal  pengiriman  SKPD  adalah  tanggal  dikirimkannya  dokumen  baik
secara fisik maupun elektronik.

53.   Penghitungan   secara   jabatan   adalah   penghitungan   besaran   Pajak
terutang    berdasarkan    data    dan/atau    informasi    yang    ada    pada
Pemerintah Daerah.

54.   Surat  Setoran  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SSPD  adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah  dilakukan  dengan
menggunakan  formulir  atau  telah  dilakukan  dengan  cara  lain  ke  kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

55.   Surat     Keputusan     Pembetulan     adalah     surat     keputusan     yang
membetulkan  kesalahan  tulis,  kesalahan  hitung,  dan/atau  kekeliruan
dalam   penerapan   ketentuan   tertentu   dalam   peraturan   perundang-
undangan   peapajakan   Daerah   yang   terdapat   dalam    SPPT,    SKPD,
SKPDKB,     SKPDKBT,     SKPDN,     SKPDLB,     STPD,     Surat     Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

56.   Surat  Keputusan  Keberatan  adalah  surat  keputusan   atas   keberatan
terhadap   SPIT,   SKPD,   SKPDKB,   SKPDKBT,   SKPDN,   SKPDLB,   atau
terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

57.   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB   adalah   surat   ketetapan   Pajak  yang   menentukan   besamya
jumlah    pokok    Pajak,    jumlah    kredit    Pajak,    jumlah    kekurangan
pembayaran  pokok  Pajak,  besamya  sanksi  administratif,  dan  jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

58.   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat  SKPDKBT  adalah  surat  ketetapan  Pajak  yang  menentu]rm
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

59.   Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Nihil yang  selanjutnya  disingkat  SKPDN
adalah  surat  ketetapan  Pajak  yang  menentukan  jumlah  pokok  Pajak
sama  besarnya  dengan jumlah  kredit  Pajak  atau  Pajak  tidak  terutang
dan tidak ada kredit Pajak.

60.   Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Lebih  Bayar yang  selanjutnya  disingkat
SKPDLB   adalah   surat   ketetapan   Pajak   yang   menentukan   jumlah
kelebihan  pembayaran  Pajak  karena  jumlah  kredit  Pajak  lebih  besar
daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



61.   Surat  Tagihan  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  STPD  adalah
surat  untuk  melakukan  tagihan  Pajak  dan/atau  sanksi  administratif
berupa bunga dan/ atau denda.

62.   Putusan  Banding  adalah  putusan  badan  peradilan  pajak  atas  banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

63.   Penelitian  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menilai
kelengkapan  pengisian  surat  pemberitahuan  atau  dokumen  lain  yang
dipersamakan  dan  lampiran-1ampirannya  termasuk  penilaian  tentang
kebenaran   penulisan   dan   penghitungannya   serta   kesesuaian   antara
surat pemberitahuan dengan SSPD.

64.   Keadaan kahar U:once mci/.ettre) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak
tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau
sebagian,  atau  tidak  tepat  waktu  meliputi  bencana  alam,  kebakaran,
kerusuhan massal atau huru-hara,  wabah penyakit dan/atau  keadaan
lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

65.   Pihak  ketiga  adalah  pihak-pihak  di  luar  Pemerintah  dan  Pemerintah
Daerah  lain,  misalnya  akademisi,  swasta,  dan  pihak  lalnnya  di  dalam
negeri yang berkaltan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

66.   Penagihan    adalah    serangkaian    tindakan    agar    Penanggung    Pajak
melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan,   melaksanakan   Penagihan   seketika   dan   sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah
disita.

67.   Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang
dilaksanakan   oleh  jurusita   Pajak   kepada   Penanggung   Pajak   tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang
Pajak dari semua jenis Pajak, nasa Pal.ak, dan tahun Pajak.

68.   Sanksi Administratif adalah  sanksi yang dikenakan kepada wajib  pajak
yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.

69.   Utang  Pajak  adalah  Pajak  yang  masih  harus  dibayar  termasuk  sanksi
administratif berupa bunga,  denda,  dan/atau kenaikan yang tercantuni
dalam   surat   ketetapan   Pajak   atau   surat   sejenisnya   berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

70.   Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

71.   Surat  perintah  melaksanakan  Penyitaan  adalah  surat  perintah  yang
diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

72.   Surat  Paksa  adalah  surat  perintah  membayar  Utang  Pajak  dan  biaya
Penagihan Pajak.

73.   Biaya  Penagihan  Pajak  adalah  biaya  pelaksanaan  Surat  Paksa,  surat
perintah   melaksanakan   Penyitaan,   pengumuman   lelang,   pembatalan
lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

74.   Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi
Penagihan    Seketika    dan    Sekaligus,    pemberitahuan    Surat    Paksa,
penyitaan dan penyanderaan.

75.   Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulal dari penghimpunan
data  objek  dan  subjek  pajak  atau  retribusi,  penentuan  besarnya  Pajak
yang  terutang  sampai  kegiatan  penagihan  Pajak  kepada  Wajib  Pajak
serta pengawasan penyetorannya.

76.   Pembukuan  adalah  suatu  proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara
teratur   untuk   mengumpulkan   data   dan   informasi   keuangan   yang
meliputi  harta,  kewajiban,  modal,  penghasilan  dan  biaya,  serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode tahun pajak tersebut.



77.   Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan
kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

78.   Pengawasan  Wajib  Pajak  Bersama  adalah  serangkalan  kegiatan  yang
dilakukan  bersama dengan  mitra kelja  sama dalam  hal  ini  Pemerintah
dan/atau  Pemerintah  Daerah  lain  dengan  mekanisme  tertentu  untuk
menguji kepatuhan Wajib Pajak.  Contoh:  F`iskus melakukan permintaan
penjelasan   atas   data   dan/atau   keterangan,   pemanggilan/kunjungan
(visit) kepada Wajib Pajak.

79.   Pemeriksaan  adalah  serangkalan  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah
data,  keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional   berdasarkan   suatu   standar   pemeriksaan   untuk   menguji
kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  Pajak  dan/atau  untuk  tujuan  lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

BAB 11
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

(1)    Objek   PBLJT   atas   makanan   dan/atau   minuman   meliputi   Penjualan
dan/atau  penyerahan  makanan  dan/atau  minuman  yang  disediakan
oleh:
a.   Restoran    yang    paling    sedikit    menyediakan    layanan    penyajian

makanan    dan/atau    minuman    berupa    meja,    kursi,    dan/atau
peralatan makan dan minum; dan

b.   Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
1.   Proses   penyediaan   bahan   baku   dan    bahan   setengah   jadi,

pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
2.   Penyajian  di  lokasi  yang  diinginkan  oleh  pemesan  dan  berbeda

dengan  lokasi  di  nana  proses   pembuatan  dan  penyimpanan
dilakukan; dan

3.   Penyajian     dilakukan     dengan     atau     tanpa    peralatan     dan
petugasnya.

(2)    Yang  dikecualikan  dari  objek  PB`JT  atas  makanan  dan/atau  minuman
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   adalah   penyerahan   makanan
dan/atau minuman:
a.   dengan  peredaran  usaha  tidak  melebihi  Rp2.500.000,OO  (dua  juta

lima ratus ribu rupiah) perbulan;
b.   dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata

menjual makanan dan/atau minuman;
c.   dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
d.   disediakan  oleh  penyedia  fasilitas  yang  kegiatan  usaha  utamanya

menyediakan   pelayanan   jasa   menunggu   pesawat    (ZourLge)    pada
bandar udara.

(3)    Dalam  hal penjualan  makanan  dan/atau  minuman  dengan  mekanisme
pembayaran  bersumber  melalui  APBD  yang  dilakukan  oleh  bendahara.
pada Instansi Pemerintah Daerah menjadi objek pajak daerah.



(4)    Setiap  usaha jasa.  boga  dan  katering  yang  berdomisili  balk  di  dalam
maupun  di  daerah  yang  melayani  penjualan  makanan/minuman  ke
perusahaaan-perusahaan  di  Daerah,  yang  mekanisme  pembayarannya
secara  langsung,  kontrak,  kelja  sama  dan  sejenisnya,  menjadi  objek
Pajak di Daerah.

Pasal 3

(1)    Subjek  PB`JT  atas  makanan  dan/atau  minuman  merupakan  konsumen
makanan dan/ atau minuman.

(2)    Pembelian makanan dan/atau minuman dari restoran yang dikonsumsi
ditempat maupun ditempat lain terhadap subjek pajak dikenakan PBJT
atas makanan dan/atau minuman melalui Wajib Pajak.

(3)    Dalam   hal   pembelian    makanan   dan/atau   minuman    sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)  tidak memungut PBJT atas makanan dan/atau
minuman maka jumlah pembayaran telah termasuk PE3`JT atas makanan
dan/atau minuman.

(4)    Wajib PB`JT atas makanan dan/atau minuman merupakan orang pribadi
atau badan yang melakukan penjualan makanan dan/ atau minuman.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 4

(1)    Dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah jumlah
pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/ atau minuman.

(2)    Jumlah   pembayaran   yang   diterima   atau   yang   seharusnya   diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) oleh restoran terrnasuk:
a.   jumlah pembayaran setelah potongan harga/diskon;
b.   jumlah pembelian dengan menggunakan voucher;
c.   jumlah  pembayaran  dengan  menggunakan jasa  non  tunai,  aplikasi

online:, dan
d.   termasuk pelayanan /sertrice cha7ige/.

(3)    Dalam    hal    pembayaran    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
menggunakan voucer atau  bentuk lain yang sejenis yang memuat  nilai
rupiah  atau  mata  uang  lain,  dasar  pengenaan  PB`JT  atas  makanan
dan/atau  minuman  ditetapkan  sebesar  nilai  rupiah  atau  mata  uang
lainnya tersebut.

(4)    Dalam  hal penjualan  makanan dan/atau  minuman  dengan  mekanisme
pembayaran  bersumber  melalui  APBN  dan  APBD  yang  dilakukan  oleh
bendahara  pada  Instansi  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menjadi
objek PBJT atas makanan dan/atau minuman.

(5)    Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagalmana dimaksud pada ayat
(1),  dasar pengenaan  PBLJT atas  makanan dan/atau minuman dihitung
berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 5

Tarif  PBJT   atas   makanan   dan/atau   minuman   ditetapkan   sebesar   10%
(sepuluh persen) .



Pasal 6

Besaran   pokok   PB`JT   atas   makanan   dan/atau   minuman  yang  terutang
dihitung   dengan   cara   mengalikan   dasar   pengenaan   PBLJT   sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  5  dengan  tarif PBJT  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 6, dengan Rumus sebagai berikut:

Besarriya  PBiJT  atas  makanan    =    Jumlah pembayaran yang diterima oleh
dan/ atau minuman                                penyedia makanan dan/ atau minuman

x loo/o

Bagian Ketiga
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 7

Saat terutang PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan pada
saat pembayaran atau penyeralian atas makanan dan/ atau minuman.
Wilayah   pemungutan   yang   terutang   merupakan   wilayah   Kabupaten
Kubu  Raya  tempat  penjualan,  penyerahan,  dan/atau  konsumsi  barang
dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Tahun Pal.ak

Pasal 8

(1)    Masa PB`JT atas makanan dan/atau minuman yang menjadi dasar bagi
Wa].ib  Pajak untuk  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  Pajak yang
terutang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

(2)    Tahun  Pajak  merupakari  jangka  waktu  yang  lamanya  1   (satu)  tahun
kalender.

BAB Ill
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

ATAS TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 9

(1)    Objek p13`JT atas tenaga listrik merupakan konsumsi tenaga listrik.
(2)    Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
(3)    Dikecualikan  dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud  pada

ayat (1), meliputi:
a.  konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah

dan penyelenggara negara lainnya;
b.  konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan,

konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal batik;
c.  konsumsi  tenaga  listrik  pada  rumah  ibadah,   panti  jompo,   panti

asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
d.  konsumsi  tenaga  listrik  yang  dihasilkan  sendiri  dengan  kapasitas

dibawah 200 KVA (dua ratus Kilovolt Ampere) yang tidak memerlukan
izin dari instansi teknis terkait; dan



e.  konsumsi  tenaga  listrik  di  kawasan  terpencil  dengan  menggunakan
pembangkit   tenaga   listrik   bantuan   dari   Pemerintah,   Pemerintah
Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal  10

(1)     Subjek PBLJT atas tenaga listrik merupakan konsumen tenaga listrik.
(2)    Wajib PBJT atas tenaga listrik merupakan orang pribadi atau Badan yang

melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi tenaga listrik.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal  1 1

(1)    Dasar  pengenaan   PB`JT   atas   tenaga  listrik  merupakan  jumlah  yang
dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual tenaga listrik.

(2)    Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dasar pengenaan PRJT atas tenaga listrik dihitung berdasarkan nilai
jual Tenaga Listrik yang berlaku di Daerah.

Pasal  12

(1)    Nilai jual tenaga listrik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (1)
ditetapkan untuk:
a.   tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
b.   tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

(2)    Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal
dari  sumber  lain  dengan  pembayaran  sebagaimana  dimaksud  dalam
pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
a.   jumlah tagihan bia.ya/beban tetap ditalnbah dengan biaya pemakaian

Kwh  /kjzoz//citt-hot/r//variabel yang ditagihkan  dalam rekening listrik,
untuk pczsca bayar; dan

b.   jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
(3)    Nilai  ].ual   tenaga   listrik  yang   ditetapkan   untuk   tenaga   listrik  yang

dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung
berdasarkan:   kapasitas   tersedia,   tingkat   penggunaan   listrik,  jangka
waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah
Kabupaten Kubu Raya.
a.   tenaga  listrik  yang  dihasilkan  sendiri  dan  memiliki  alat  ukur  (alat

kwh meter) :
NJTL = kwh/bulan x harga satuan Listrik

b.   tenaga listrik yang dihasilkan  sendiri dan belum  memiliki alat ukur
(alat kwh meter):
NJTL = kvA x FD x LJam Nyala x Rp/kwh
Keterangan:
NJTL                 = Nilai Jual Tenaga Listrik
kvA                   = Kapasitas Daya Terpasang
FD                     = Faktor Daya
Jam Nyala       = Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.
Rp/kwh          = Harga satuan listrik per kwh.

(4)    Tingkat  penggunaan  dan jangka waktu penggunaan tenaga listrik yang
dihasilkan sendiri belum memiliki alat ukur (alat kwh meter) terdiri dari:
a.   penggunaan  utama,  untuk  penggunaan  pembangkit  tenaga  listrik

sebagai sumber utama tenaga listrik;
b.   penggunaan cadangan, untuk penggunaan pembangkit listrik sebagai

sumber  tenaga  listrik  cadangan  pada  saat  sumber  utama  tenaga
listrik tidak mencukupi atau mengalami kerusakan/ hambatan; dan



c.   penggunaan  darurat,  untuk  penggunaan  pembangkit  listrik  sebagai
sumber  tenaga  listrik  altematif  pada  saat  pembangkit  listrik  yang
berasal dari PI` PLN (Persero) mengalami pemadaman.

(5)    Dalam  hal  jangka  waktu  penggunaan  tenaga  listrik  yang  dihasilkan
sendiri belum memiliki alat ukur  (alat kwh meter),  maka jangka waktu
penggunaan ditetapkan sebagai berikut:
a.   penggunaan utama ditetapkan 240 jam/bulan;
b.   penggunaan cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; dan
b.   penggunaan darurat ditetapkan 30 jam/bulan.

(6)    Untuk  mengetahui jumlah  pemakaian  daya  listrik  secara  objektif  bagi
pengguna listrik bukan PT PLN (Persero), maka perlu disediakan meteran
listrik  yang  menyediakan   dan   pemasangan   menjadi  tanggung  jawab
Wajib Pajak.

(7)    Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik
yang   berasal   dari   sumber   lain   dengan   pemba.yaran   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nilai jual tenaga listrik sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (I)  huruf b,  penyedia  tenaga  listrik  sebagai  Wajib
Pajak  melakukan  penghitungan  dari  pemungutan  PBJT  atas  tenaga
listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

(8)    Harga satuan listrik sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf b akan
ditetapkan  oleh  Bupati  dengan  berpedoman  harga  satuan  listrik  yang
berlahai untuk P'I` PLN (Persero).

(9)    Dalam   hal   pemakalan   alat   ukur   pemakalan   tenaga   listrik   yang
mengalami  kerusakan  atau  tidak  dipasang  oleh  Wajib  Pajak  sehingga
jumlah pemakaian tenaga listrik yang digunakan tidak diketahui,  maka
jumlah pemakaian tenaga listrik dihitung secara jabatan.

Pasal  13

Tarif PRJT atas tenaga listrik untuk:
a.      konsumsi  tenaga  listrik  yang  berasal  dari  Pr  PLN  (Persero)  ditetapkan

sebesar 10% (sepuluh persen).
b.     konsumsi  tenaga  listrik  dari  sumber  lain  oleh  industri,  pertambangan

minyak     bumi     dan     gas     alaln     yang     dihasilkan     berdasarkan
sewa/kerjasama dengan pihak ketiga diluar PT PLN (Persero), ditetapkan
sebesar 3% (tiga persen); dan

c.      konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar  1,5°/o
(satu koma lima persen).

Pasal  14

Besaran pokok PB`JT atas tenaga listrik yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  12  dengan tarif PB`JT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, dengan Rumus sebagal berikut:
Besamya     PB`JT     atas     tenaga    =   Jumlah       yang       dibayarkan       oleh
1istrik yang  berasal  dari  PT  PLN
(Persero)

Besarnya     PRJT     atas     tenaga
listrik    dari    sumber    lain    oleh
industri,   pertambangan   minyak
bumi dan gas alam
Besamya     PBJT     atas     tenaga
listrik yang dihasilkan sendiri

konsumen atas nilai jual tenaga listrik
x10%

iJumlah       yang      dibayarkan       oleh
konsumen atas nilai jual tenaga listrik
dari sumber lain x 3%

Jumlah      yang      dibayarkan       oleh
konsumen atas nilai jual tenaga listrik
yarig dihasilkan sendiri x  I,5%



Bagian Ketiga.
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal  15

(1)    Saat   terutang  Pajak  PRJT   atas   tenaga  listrik  ditetapkan  pada   saat
konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik.

(2)    PB`JT  atas  tenaga  listrik  yang  terutang  dipungut  di  Daerah  tempat
konsumsi tenaga listrik.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal  16

(1)     Masa  PBJT  atas  tenaga  listrik  yang  menjadi  dasar  bagi  Wajib  Pajak
untuk  menghitung,   menyetor,   dan  melaporkan   Pajak  yang  terutang
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

(2)    Tahun  Pajak  merupakan  jangka  waktu  yang  lamanya  1   (satu)  tahun
kalender.

BAB IV
PALJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

ATAS JASA PERHOTELAN

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal  17

(1)    iJasa   perhotelan   meliputi   jasa   penyediaan   akomodasi   dan   fasilitas
penunjangnya  serta  penyewaan  ruang  rapat/pertemuan  pada  penyedia
jasa perhotelan seperti:
a.    hotel;
b.    hostel;
c.    vila;
d.   pondok wisata;
e.    motel;
8.    losmen;
h.   wisma pariwisata;
i.    pesanggrahan;
j.    rumah penginapan/ gt/esthottse/bungalo/ riesort/cottcige;
k.   tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
I.     glamping.

(2)    Dikecualikan  dari jasa perhotelan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
meliputi:
a.   jasa  tempat  tinggal  asrama  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah

atau Pemerintah Daerah;
b.   jasa  tempat  tinggal  di  rumah  sakit,  asrama  perawat,  panti jompo,

panti asuhan, dan panti sosial lalnnya yang sejenis;
c.   jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d.   jasa biro peljalanan atau perjalanan wisata; dan
e.   jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.



Pasal  18

Subjek PBJT atas jasa perhotelan merupakan konsumen jasa perhotelan.
Wajib  PBJT  atas jasa perhotelan  merupakan  orang  pribadi  atau  badari
yang melakukan penjualan, penyerahan jasa perhotelan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal  19

Dasar Pengenaan PBJT atas jasa perhotelan adalah jumlah pembayaran
kepada penyedia jasa perhotelan untuk PB`JT atas jasa perhotelan.
Dalam    hal    pembayaran    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
menggunakan  L.ottcher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai
rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBLJT atas jasa perhotelan
ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3)    Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),  dasar  pengenaan  PBJT  atas jasa  perhotelan  dihitung  berdasarkan
harga jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 20

Tarif PB`JT atas jasa perhotelan ditetapkan sebesar  10% (sepuluh persen).

Pasal 2 1

Besaran pokok PRJT atas jasa perhotelan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan   dasar   pengenaan   PBJT   atas   jasa   perhotelan   sebagainana
dimaksud    dalam    Pasal    19    dengan    tarif   PBJT    atas   jasa    perhotelan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan Rumus sebagai berikut:

Besarnya      PB`JT      atas     jasa    =    Jumlah  pembayaran  kepada  penyedia
perhotelan                                                  jasa perhotelan x l0%

Bagian Ketiga
Saat Terutarig dan Wilayah Pemungutan

Pasal 22

(1)    Saat    terutang   PRJT    atas   jasa    perhotelan    ditetapkan    pada    saat
pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa
perhotelan.

(2)    Wilayah    pemungutan    PRJT    atas   jasa    perhotelan    yang    terutang
merupakan Daerah tempat penjualan dan penyerahan barang dan jasa
tertentu dilakukan.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 23

(1)    Masa  PRJT  atas jasa  perhotelan  yang  menjadi  dasar  bagi  Wajib  Pajak
untuk  menghitung,   menyetor,   dan   melaporkan  Pajak  yang  terutang
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

(2)    Tahun  Pajak  merupakan  jangka  waktu  yang  lamanya  1   (satu)  tahun
kalender.



BABV
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

ATAS JASA PARKIR

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 24

(1)    Jasa parkir meliputi:
a.   penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b.   pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2)    Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimal[sud
pada ayat (1) meliputi:
a.   jasa   tempat   parkir   yang   diselenggarakan   oleh   Pemerintah   atau

Pemerintah Daerah;
b.   jasa   tempat   parkir  yang  diselenggarakan   oleh   perkantoran  yang

hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
c.   jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
d.   jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah; dan
e.   jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi

warga kompleks pemukiman bersangkutan.

Pasal 25

(1)    Subjek PBJT atas jasa parkir merupakan konsumen jasa parkir.
(2)    Wajib PB`JT atas jasa parkir merupakan orang pribadi atau badan yang

melakukan penj.ualan, penyerahan jasa tertentu.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 26

(1)    Dasar  Pengenaan  PBJT  atas  jasa  parkir  adalah  jumlah  pembayaran
kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBLJT atas jasa parkir.

(2)     Dalam    hal    pembayaran     seba.gaimana.    dimaksud    pada    ayat     (1)
menggunakan  I;ottcher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai
rupiah  atau  mata  uang  lain,  dasar  pengenaan  PB`JT  atas  jasa  parkir
ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3)    Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),  dasar pengenaan PBJT atas jasa parkir dihitung berdasarkan harga
jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

(4)    Dalaln   hal   Pemerintah   Daerah   menetapkan   kebijakan   pengendalian
penggunaan  kendaraan  pribadi  dan  tingkat  kemacetan,  khusus  untuk
PBJT atas jasa parldr  sebagaiman dimaksud pada  ayat  (1),  Pemerintah
Daerah   dapat   menetapkan   dasar   pengenaan   tarif   parkir   sebelum
dikenakan potongan.

(5)    Apabila  Wajib  Pajak  tidak  menarik  pembayaran  parkir  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dari pengguna jasa parkir, maka PBJT atas jasa
parkir yang terhutang men].adi tanggung jawab Wajib Pajak.

(6)    Terhadap   penyelenggaraan  tempat  parkir  tidak  menarik  pembayaran
parkir   (parkir   cuma-cuma),   maka   perhitungan   nilai   omsetnya  yaitu
dilaksanakan   dengan   cara  taksasi   dengari   mengkalkulasikan   falctor-
faktor   daya   tampung   lahan   parkir,   waktu   penyelenggaraan,   lama
penggantian (fun oLJer) dan tarif parkir peljenis kendaraan.



(7)    Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tidak menarik bayaran  (parkir
cuma-cuma),   maka   dasar   pengenaan   pajak   parkir   akan   ditetapkan
dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan perhitungan dan penelitian
terlebih dahulu oleh Bapenda.

Pasal 27

Tarif PRJT atas jasa parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 28

Besaran  pokok  PB`JT  atas jasa  parkir  yang  terutang  dihitung  dengan  cara
mengalikan  dasar pengenaan  PBJT  atas jasa. parkir  sebagainana dimaksud
dalam  Pasal  26  dengan  tarif PRJT  atas jasa  parkir  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 27, dengan Rumus sebagai berikut:

Besarnya   PBJT   atas   jasa    =    Jumlah  pembayaran  kepada  penyelenggara
parkir                                                   tempat parkir x l0%

Bagian Ketiga
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 29

(1)    Saat  terutang  PB`JT  atas jasa  parkir  ditetapkan  pada  saat  pembayaran
atau  penyerahan atas jasa penyediaan tempat  parkir  untuk  PBJT  atas
jasa parkir.

(2)    Wilayah  pemungutan  PB`JT  atas jasa  parkir  yang  terutang  merupakan
Daerah tempat penyerahan dari jasa parkir dilakukan.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 30

(1)    Masa PBJT atas jasa parkir yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung,  menyetor,  dan melaporkan Pajak yang terutang ditetapkan
untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

(2)    Tahun  Pajak  merupakan  jangka  waktu  yang  lamanya  1   (satu)  tahun
kalender.

BAB VI
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3 1

(1)    Jasa kesenian dan hiburan meliputi:
a,   tontonan   film   atau   bentuk   tontonan   audio   visual   lainnya  yang

dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b.   pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
c.    kontes kecantikan;
d.   kontes binaraga;



e.   paneran;
f.    pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
9.   pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
h.   permainan ketangkasan;
i.    olahraga  permainan  dengan  menggunakan  tempat/ruang  dan/atau

peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
j.    rekreasi  wahana  air,  wahana  ekologi,  wahana  pendidikan,  wahana

budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata
dan kebun binatang;

k.   panti pijat dan pijat refleksi; dan
I.    diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.

(2)    Dikecualikan  dari  jasa  kesenian  dan  hiburan  sebagaimana  dimaksud
pada  a.yat   (1)   adalah  jasa  kesenian  dan  hiburan  yang  semata-mata
untuk:
a.   promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
b.   kegiatan   layanan   masyarakat   dengan   tidak   dipungut   bayaran;

dan/atau
c.   penyelenggara  jasa  kesenian  dan  hiburan  yang  bertujuan  untuk

amal.

Pasal 32

(1)    Subjek PB`JT atas jasa kesenian dan hiburan merupakan konsumen jasa
kesenian dan hiburan.

(2)    Wajib  PBJT  atas jasa  kesenian  dan  hiburan  merupakan  orang  pribadi
atau  badan yang melakukan  penjualan,  penyerahan jasa kesenian  dan
hiburan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 33

(1)    Dasar  Pengenaan  PB`JT  atas jasa kesenian  dan  hiburan  adalah jumlah
pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan
untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

(2)    Dalam    hal    pembayaran    sebagalmana    dimaksud    pada    ayat     (1)
menggunakan  I;ottcher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai
rupiah atau mata uang lain,  dasar pengenaan PBJT atas jasa kesenian
dan  hiburan  ditetapkan  sebesar  nilai  rupiah  atau  mata  uang  lainnya
tersebut.

(3)    Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),  dasar  pengenaan  PBJT  atas  I.asa  kesenian  dan  hiburan  dihitung
berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 34

(1)    Tarif  PBJT  atas  jasa  kesenian  dan  hiburan  ditetapkan   sebesar   10%
(sepuluh persen) .

(2)    Khusus  tarif  PBJT  atas  jasa  hiburan  pada  diskotek,   karaoke,  kelab
malam, bar dan mandi uap/spa, tarifnya ditetapkan sebesar 40% (empat
puluh persen).

Pasal 35

Besaran pokok PRJT atas jasa kesenian dan hiburan yang terutang dihitung
dengan  cara  mengalikan  dasar  pengenaan   PBJT  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 33 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.



Besamya     PB`JT     atas    jasa
kesenian dan hiburan

Khusus      PB`JT      atas     jasa
hiburan  pada  diskotek,  kelab
malam,     bar,      dan     mandi
uap/spa

LJumlah  pembayaran  yang  diterima  oleh
penyelenggara jasa kesenian dan hiburan
untuk PB`JT atas kesenian dan hiburan x
loo/o
Jumlah  pembayaran  yang  diterima  oleh
penyelenggara jasa kesenian dan hiburan
untuk PBJT atas kesenian dan hiburan x
400/o

Bagian Ketiga
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 36

(1)    Saat terutang PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditetapkan pada saat
pembayaran  atau  penyerahan  atas jasa  kesenian  dan  hiburan  untuk
PB`JT atas kesenian dan hiburan.

(2)    Wilayah  pemungutan  PB`JT  yang  terutang  merupakan  wilayah  Daerah
tempat penjualan dan penyerahan barang dan jasa tertentu dilaJckan.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 37

(1)    Masa  PB`JT  atas  jasa  kesenian  dan  hiburan  yang  menjadi  dasar  bagi
Wajib  Pajak untuk  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  Pajak yang
terutang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

(2)    Tahun  Pajak  merupakan  jangka  waktu  yang  lamanya  1   (satu)  tahun
kalender.

BAB VII
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 38

(1)    Wajib  Pajak untuk ].enis  pajak yang dipungut berdasarkan  perhitungan
sendiri oleh Wajib Pajak /Prjnsfp Sez/Assesment/ wajib mendaftarkan diri
dan/atau  objek  pajaknya  kepada  Bupati  atau  Pejabat  yang  ditunjuk
dengan menggunakan F`ormulir Pendaftaran Wajib Pajak.

(2)    Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),
dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
a.   mengambil sendiri di TPPD;
b.   dikirim oleh petugas Bapenda; atau
c.    mengakses dengan sistem daring.

(3)    Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib    diisi    dan    ditulis    dengan    benar,   jelas    dan    lengkap    serta
ditandatangani/disetujui   oleh   Wajib   Pajak   atau   penanggung   Pajak
dengan persyaratan:
a.   untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:

1.   salinan Kartu Tanda Penduduk; dan
2.   surat kuasa bermeterai  apabila  pendaftaran  dikuasakan  dengan

disertai salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa.



b.   untuk Wajib Pajak badari melampirkan:
1.   salinan Kartu Tanda penduduk;
2.   salinan Nomor lnduk Berusaha; dari
3.   surat  kuasa bermeterai  apabila pendaftaran  dikuasakan  dengan

disertai salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa.
(4)    Penandatanganan  formulir  pendaftaran  dikecualikan  bagi  Wajib  Pajak

yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara daring.
(5)    F`ormulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada

Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
(6)    Pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  kepada Wajib  Pajak

diberikan  satu  NPWPD   dan   SKT  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  yang
ditunjuk.

(7)    selain diberikan NPWPD  dan  SKT  sebagaimana dimaksud pada ayat  (6),
Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NOPD untuk jenis Pajak yang
memerlukan pendaftaran ob].ek Pajak.

(8)    NPWPD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (6)   untuk   orang   pribadi
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(9)    NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Badan dihubungkan
dengan nomor induk berusaha.

(10)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   dikecualikan  untuk
Wajib  Pajak  penyedia  tenaga  listrik  yang  berstatus  badan  usaha  milik
negara atau badan usaha milik daerah.

(11)  Dalam   hal  Wajib   Pajak  tidak  melaksanakan   kewa].iban   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  telah  diberikan  Surat  Imbauan,  Bupati  atau
Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penerbitan NPWPD berdasarkan
data  yang  diperoleh  atau  dimiliki  oleh  Bapenda  secara jabatan  paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat imbauan diterima.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan

Pasal 39

(1)    Kepala  Badan  atau  Pejabat  yang  ditunjuk yang  melaksanakan  urusan
Pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak
dan Ob].ek Pajak untuk memperoleh,  melengkapi,  dan menatausahakan
data  Objek  Pajak  dan/atau  Wajib  Pajak,  termasuk  informasi  geografis
Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2)    Pendataan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang
dimiliki   dan/atau  diperoleh   Bapenda  menunjukkan   telah   memenuhi
persyaratan  subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan   perpajakan   daerah   dan   belum   mendaftarkan   diri   untuk
diberikan NPWPD.

Pasal 40

(1)    Jenis pendataan meliputi:
a.   Pendataan kantor; dan/atau
b.   Pendataan lapangan.

(2)    Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas
Pendataan.

(3)    Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaporkan dalam
bentuk laporan hasil P~endataan.

(4)    Dalarn  hal  hasil  pendataan  menemukan  objek  Pajak  baru,  di|anjutkan   dy L
dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NOPD.

(5)    Dalam   hal   hasil   pendataan   menemukan   wajib   pajak   yang   telah
meninggal, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.



(6)    Dalam hal hasil pendataan menemukan  Objek Pajak yang telah hilang,
dilanjutkan dengan penghapusan NOPD.

Pasal 4 1

(1)    Pendataan kantor dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(1)  huruf a dengan cara mengolah data Objek Pajak dan informasi yang
terdapat dalam sistem inforlnasi.

(2)    Pendataan  lapangan  dilakukan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  40
ayat  (1)  huruf b  dengan  melakukan peninjauari  pada lokasi  fisik Objek
Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak atas data objek
Pajak.

(3)    Setelah  Wajib  Pajak  dilakukan  Pendataan,   Wajib  Pajak  mengisi  dan
menandatangani F`ormulir Pendaftaran NPWPD dengan jelas, benar, dan
lengkap.

(4)    Dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  dapat  dilakukan  Pendataan  atau  tidak
dapat ditemui, kepada Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan.

Pasal 42

(1)    Dalam  hal pendataan  diberikan  Surat Imbauan  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (4), Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling
lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima.

(2)    Tanggapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  Wa].ib  Pajak
telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.

(3)    Wajib  Pajak yang tidak  memberikan  tanggapan  sebagaimana dimaksud
pada ayat  (2),  terhadap Wajib  Pajak tersebut  dapat  diterbitkan  NPWPD
secarajabatan.

(4)    Penerbitan NPWPD  secara jabatan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)
dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Pasal 43

(1)    Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak
dan/atau  Penanggung  Pajak  apabila  Wajib  Pajak  Pajak  sudah  tidak
memenuhi persya]-atan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan
perpajakan  daerah atau berdasarkan  kewenangan  secara jabatan dapat
melakukan   penonaktifan   atau   penghapusan   terhadap   NPWPD   atau
NOPD.

(2)    Dalam  hal  penonaktifan  atau  penghapusan  NPWPD  atau  NOPD  atas
dasar  pemohonan  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I),
Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan
dalam jangka  waktu  3  (tiga)  bulan  sejak  tanggal  perlnohonan  diterima
secara lengkap.

(3)    Dalam   hal   keputusan   sebagaimana   dinaksud   pada   ayat   (6)   tidak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3  (tiga) bulan, permohonan
Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4)    Penonaktifan   atau   penghapusan   NPWPD   atau   NOPD    sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
a.   tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b.   tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding,

gugatan, atau peninjauan kembali.
(5)    Dikecualikan ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (4) dalam hal;

a.   Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
b.   telah berpindah  dan  meninggalkan negara Indonesia untuk selama-

lamanya.



c.   memili]d  lebih  dari  1  kode  NPWPD,  dihapuskan  salah  satu  untuk
menentukan  NPWPD  yang  digunakan  sebagal  sarana  administrasi
perpajakan.

(6)    Penonaktifan  atau  penghapusan  NPWPD  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1),  dilakukan  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  oleh  Bapenda  dan
dilengkapi  berita  acara  hasil  pemeriksaan  lapangan  yang  menyatakan
Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagai sut)jek pajak dan/atau
objek pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang Pajak,  maka penonaktifan
atau  penghapusan  NPWPD  tidak  dapat  diterbitkan  oleh  Bupati  atau
Pejabat yang ditunjuk sampai dengan utang Pajak dinyatakan Nihil.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 44

(1)    Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
(2)    Wajib   Pajak   melakukan   pembayaran   atau   penyetoran   Pajak   yang

terutang dengan menggunakan SSPD.
(3)    Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(4)    Dalam   hal   sistem   pembayaran   berbasis   elektronik   belum   tersedia,

pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran
tunai ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(5)    Apabila  pembayaran   dilakukan   di   tempat   lain  yang  ditunjuk,   hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 3 x 24 (tiga
kali dua puluh empat) jam.

(6)    Pembayaran  dengan  cek  Bank/Giro  Bilyet  Bank,   baru  dianggap  sah
apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke Rekening Kas Daerah.

(7)    Wajib  Pajak menerima  SSPD/Tanda pembayaran  lain yang  sah  sebagai
bukti telah melunasi pembayaran Pajak dari Bank yang ditunjuk.

(8)    Dalam  hal  pemba.yaran  berbasis  elektronik,   SSPD   diterbitkan   secara
elektronik dengan prosedur yang sama pada pembayaran tunai.

(9)    Dalam  hal  batas waktu  pembayaran jatuh  pada  hari  libur  maka  batas
waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

(10)  Bank  atau  tempat  lain  yang  ditunjuk  wajib  melakukan  rekapitulasi
penerimaan    harian    pajak    daerah    dan    rekonsiliasi    internal    atas
penerimaan Pajak Daerah.

(11)  Bupati  menetapkan jangka  waktu  pembayaran  atau  penyetoran  Pajak
terutang  untuk ].enis  Pajak  yang  dipungut  berdasarkan  penghitungan
sendiri  oleh  Wajib  Pajak  paling  lama   10  (sepuluh)  hari  kerja  setelah
berakhimya nasa pajak.

(12)  Dalam   hal  Wajib   Pajak  tidak   membayar  atau   menyetor  tepat  pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar  1  % (satu persen) per
bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung  dari  tanggal jatuh  tempo  pembayaran  sampai  dengan  tanggal
pembayaran,  untuk jangka  waktu  paling  lama  24  (dua  puluh  empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh  1  (satu) bulan dan ditagih
dengan menggunakan STPD.

Pasal 45

(1)    Pembayaran  melalui petugas  pemungut dilakukan  dengan  cara  sebagai
berikut:
a.   Wajib Pajak menyetorkan pembayaran pajak daerah melalui petugas

pemungut.



b.   Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran pajak daerah
dari   Wajib   Pajak   menyetorkan   ke   Bank   atau   tempat   lain  yang
ditunjuk   pada   hari   yang   sama   melalui   bendahara   penerimaan
Bapenda;

c.   Dalam hal penyetoran ke bank atau tempat lain yang ditunjuk tidak
dapat  dilakukan   pada  hari  yang  sama  karena  keadaan  di  luar
kekuasaannya,  petugas  pemungut  menyetorkan  pembayaran  pajak
daerah  dari  Wajib  Pajak  pada  hari  kelja  di  kesempatan  pertama
berikutnya.

(2)    Petugas pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 46

(1)    Terhadap  usaha jasa  kesenian  dan  hiburan yang dilakukan  atas  nana
atau tanggungan beberapa orang atau badan,  atau lebih  1  (satu)  ora]'ig
atau  beberapa  badan,  maka  orang  atau  badan,  setiap  anggota  atau
pengurus  badan  dianggap  sebagai Wajib  Pajak,  dan bertanggung jawab
renteng atas pembayaran pajaknya.

(2)    Pemilik/pengelola   hotel   atau   restoran   bertanggung   jawab   terhadap
pembayaran    jasa     kesenian     dan     hiburan     dan     terutang     atas
penyelenggaraan      hiburan      di      hotel      atau      restoran      termasuk
pemilik/pengelola   tempat   usaha   lain   yang   menyelenggarakan   jasa
kesenian dan hiburan, kecuali ditentukan lain.

(3)    Apabila penyelenggaraan jasa kesenian  dan hiburan dilarfukan  di hotel
atau   restoran  yang  bukan   menyatu   dengan   pengelolaan   hotel   ata.u
restoran, dikenakan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang dipungut
kepada Wajib  PBJT jasa  perhotelan  dan/atau  PBJT  atas jasa kesenian
dan hiburan, kecuali ditentukan lain.

Pasal 47

(1)    Dalam hal pembayaran oleh subjek pajak atau pengunjung/tamu kepada
Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau
harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat
itu.

(2)    Harga pasar yang wajar merupakan harga pasar yang berlaku juga untuk
Subjek  Pajak  atau  pengunjung/tamu  lainnya  pada  saat  itu  di  tempat
hiburan yang bersangkutan.

(3)    Hubungan istimewa dianggap ada, apabila:
a.   Orang pribadi atau badan baik langsung atau tidak langsung berada

di  bawah  kepemilikan  atau  penguasaan  orang  pribadi  atau  badan
yang sama;

b.   Orang pribadi atau badan yang memiliki hubungan kekerabatan atau
kekeluargaan dengan pengunjung/tamu sebagal subjek pajak; dan

c.   Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25°/o (dua
puluh  lima  persen)  atau  lebih  dari jumlah  modal  pada  pengusaha
hiburan yang bersangkutan.

Pasal 48

(1)    Dalam   rangka   percepatan   dan   pengamanan   penerimaan   dan/atau
pembayaran  pajak,  Bapenda  dapat  melaksanakan  pemungutan  pajak
secara    aktif   kepada   Wajib    Pajak    sebelum    tanggal   jatuh    tempo
pembayaran pajak.

(2)    Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a.   petugas yang ditun].uk Kepala Badan; dan/atau

1\



b.   penyetoran  langsung  oleh Wajib  Pal.ak  ke  tempat  pembayaran yang
ditunjuk oleh  pemerintah  daerah  melalui  fasilitas  pembayaran yang
disediakan oleh tempat pembayaran tersebut.

(3)    Pelaksanaan  pemungutan  pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
huruf  a  dilakukan  apabila  Wajib  Pajak  menyetujui  penyetoran  pajak
kepada petugas sebelum tanggal jatuh tempo.

Pasal 49

(i)    Setiap   penyelenggaraan  jasa   kesenian   dan   hiburan   insidentil   wajib
menggunakan tanda masuk dan membayar uang jaminan PB`JT atas jasa
kesenian  dan  hiburan  dengan  pembayaran  di  muka  sebelum  tanda
masuk disahkan/ dilegalisasi oleh Bapenda.

(2)    Pembayaran   uang  jarninan   PBJT   atas   jasa   kesenian   dan   hiburan
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bendahara
Penerimaan Bapenda atau petugas yang ditunjuk.

(3)    Besamya   pembayaran   uang  jaminari   PBJT   atas  jasa   kesenian   dan
hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 50 °/o
(lima  puluh  persen)  dari jumlah  HTM  yang  akan  disahkan/dilegalisasi,
dan   dititipkan   sementara   di   Bendahara   Penerimaan   Bapenda   atau
petugas yang ditunjuk.

(4)    Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagalmana dimaksud pada ayat
(3),  akan  disesuaikan  dengan waktu  penyelenggaraan  dan  batas waktu
pembayaran  pajak  terutang jasa  kesenian  dan  hiburan  insidentil yang
bersangkutan.

(5)    Untuk    pembuktian    atas    penyerahan    uang   jaminan    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2),   Bendahara  Penerimaan  atau  petugas  yang
ditunjuk  wajib  mengeluarkan  tanda  terima  sementara  uang  jaminan
pembayaran PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidentil.

(6)    Tata   cara   penyerahan   pembayaran   uang  jaminan   PBJT   atas   jasa
kesenian dan hiburan ditentukan sebagai berikut:
a.   penyelenggara    jasa     kesenian     dan     hiburan     insidentil     wajib

menyampaikan  surat  atau  laporan  terkait  dengan  penyelenggaraan
jasa kesenian  dan hiburan insidentil paling sedikit memuat  tentang
waktu  pelaksanaan,  tempat  pelaksanaan,  dan  rincian  jumlah  dan
harga   tiket/tanda   masuk   balk   yang   berbayar   maupun   yang
dikenakan  potongan  harga,  tiket  cuma-cuma  dan  undangan  yang
diberikan kepada penerima jasa kesenian dan hiburan paling lambat
7  (tujuh)  hari  sebelum  waktu  penyelenggaraan  jasa  kesenian  dan
hiburan insidentil dilaksanakan;

b.   petugas yang ditunjuk meneliti dan menghitung besaran olnzet dari
penyelenggaraan   jasa   kesenian   dan   hiburan   insidentil   tersebut
berdasarkan surat atau laporan sebagaimana dimaksud pada huruf
a;

c.   petugas  yang  ditun].uk  menghitung  uang  jaminan  PB`JT  atas  jasa
kesenian dan hiburan insidentil sebesar 30% (tiga puluh persen)  dari
PBJT   jasa    kesenian    dan    hiburan    yang    dihitung    dari    omzet
sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b  dikalikan  dengan  tarif  PB`JT
atas jasa kesenian dan hiburan;

d.   petugas  yang  ditunjuk  menyampaikan  kepada  penyelenggara  jasa
kesenian  dan  hiburan  untuk dapat membayar uang jaminan  paling
lambat  3  (tiga)  hari  sebelum  waktu  penyelenggaraan ja.sa  kesenian
dan  hiburan  kepada  Bendahara  Penerimaan  Bapenda  atau  petugas
yang ditunjuk;

e.   Wajib    PB`JT   atas   jasa   kesenian    dan    hiburan    insidentil   wajib
melaporkan  realisasi  penyelenggaraan  jasa  kesenian  dan  hiburan
insidentil melalui SFTPD kepada Bapenda paling lambat 5 (lima)  hari



setelah  waktu  penyelenggaraan  jasa  kesenian  dan  hiburan  selesai
dilaksanakan;

f.    berdasarkan  SFTPD  yang  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  PBJT  atas
jasa  kesenian  dan  hiburan,   Petugas  yang  ditunjuk  meneliti  dan
menghitung besamya jumlah pajak terutang;

9.   hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud
pada   huruf   f,    dituangkan   ke   dalam    SSPD    untuk   kemudian
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;

h.   berdasarkan  SSPD  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  g,  Pejabat
yang ditunjuk dalam waktu  1  x 24  (satu kali dua puluh empat) jam
menyetorkan   pajak   terutang   ke   Kas   Daerah   melalui   Bendahara
Penerimaan atau petugas yang ditunjuk yang dikeluarkan dari uang
jaminan pembayaran PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

i.    dalaln  hal  besaran  pajak  yang  tertuang  dalam  SSPD  sebagaimana
dimaksud pada huruf g lebih besar dari uang jaminan PBJT atas jasa
kesenian  dan  hiburan  insidentil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2),  kekurangan  uang  jaminan  tersebut  wajib  dilunasi  oleh  Wajib
Pajak  melalui  Bendahara  Penerimaan  atau  petugas  yang  ditunjuk,
sebelum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah;

j.    dalam  hal  besaran  pajak  yang  tertuang  dalam  SSPD  sebagaimana
dimaksud pada huruf g lebih kecil dari uang jaminan PB`JT atas jasa
kesenian  dan  hiburan  insidentil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2),  kelebihan  uang  jaminan  tersebut  dikembalikan  kepada  Wajib
Pajak menggunakan tanda terima pengembalian uang jaminan PBJT
atas jasa kesenian dan hiburan insidentil;

k.   kewajiban   pelunasan   pembayaran   pajak   terutang   sebagaimana
dimaksud  pada  huruf i  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  paling  lama  15
(lima belas) hari setelah ditandatanganinya SSPD;

1.    apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf
k jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1
(satu) hari kelja berikutnya; dan

in.  apabila  pembayaran  pajak  terutang  dilakukan  setelah jatuh  tempo
pembayaran sebagalmana dimaksud pada huruf k, dikenakan sanksi
administrasi  berupa  bunga  keterlambatan  sebesar  1°/o  (satu  persen)
per  bulan  untuk jangka  walctu  paling  lama  24  (dua  puluh  empat)
bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 50

(1)    Terhadap  penyelenggaraan  jasa  kesenian  dan  hiburan  insidentil  yang
ditemukan   tanpa   mendaftarkan   kegiatan   usahanya,   uang  jaminan
pembayaran PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditagih  seketika dan
sekaligus  ditempat  penyelenggaraan  jasa  kesenian  dan  hiburan  oleh
petugas yang ditunjuk.

(2)    Untuk    dapat    menerima    pembayaran    uang   jaminan    sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), petugas yang ditunjuk harus dilengkapi dengan
Surat  Tugas  yang  penugasannya  selain  melakukan  pemeriksaan  atau
pengawasan,   juga   melakukan   penagihan   langsung   di   tempat   jasa
kesenian dan hiburan tersebut ditemukan.

(3)    Petugas   yang   ditunjuk   yang   menerima   uang  jaminan   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2),  wajib  melaporkan  dan  menyerahkan  uang
jaminan yang diterimanya kepada Kepala Bidang dalam jangka waktu 1 x
24  (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang jaminan diterima untuk
selanjutnya dititipkan sementara di Bendahara Penerimaan Bapenda.



(4)    Atas  penyerahan  uang ].aminan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),
Bendahara   Penerimaan   Bapenda   wajib   mengeluarkan   tanda   terima
sementara  uang  jaminan  pembayaran  PBJT  atas  jasa  kesenian  dan
hiburan insidentil.

Pasal 51

(1)    Semua jenis jasa kesenian  dan  hiburan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 31  ayat (1) wajib menggunakan tanda masuk dan mencantumkan
HTM.

(2)    Tanda masuk sebagalmana dimaksud pada ayat (1), wajib disahkan atau
diperforasi  oleh  Bapenda  sebelum  digunakan  oleh  penyelenggara  jasa
kesenian dan hiburan.

Pasal 52

(1)    Setiap  Wajib  Pajak yang  menyelenggarakan jasa  kesenian  dan  hiburan
dengan menggunakan tanda masuk sebagailnana dimaksud dalarn Pasal
51 ayat (1), berkewajiban:
a.   memasang  pengumuman  yang  memuat  daftar  HTM  untuk  setiap

kelas di tempat pembayaran tanda masuk;
b.   menjual  tanda  masuk  yang  telah  dilegalisasi  (diperforasi)  Bapenda

secara   berurutan   dimulai   dari   seri   dan/atau   nomor   urut   kecil,
kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;

c.   menyobek   setiap   tanda   masuk   yang   dipergunakan   pada   saat
penonton   atau  pengunjung  memasuki  tempat  jasa  kesenian   dan
hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;

d.   menyimpan   bagian   tanda   masuk   sebagai   bukti   pengawasan   14
(empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan; dan

e.   membuat  laporan  tentang  keadaan  atau  penjualan  tanda  masuk
kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)    Setiap  Wajib  Pajak yang  menyelenggarakan jasa kesenian  dan  hiburan
dengan menggunakan tiket/tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) yang dijual secara online, berkewajiban:
a.   memasang  pengumuman  yang  memuat  daftar  HTM  untuk  setiap

kelas di tempat pembayaran tanda masuk; dan
b.   menyampaikan   laporan   tertulis   secara   berkala   setiap   bulannya

kepada  Badan  paling  sedikit  memuat  tentang  waktu  pelaksanaan,
tempat pelaksanaan, rincian jumlah dan harga tiket/ tanda masuk.

Pasal 53

(1)    Setiap  Wajib  Pajak yang menyelenggarakan jasa  kesenian  dan  hiburan
dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (1), dilarang:
a.   mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan:

1.   tanda masuk tanpa mencantumkan HTM;
2.   tanda masuk tanpa diperforasi Bapenda; dan
3.   tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket gratis.

b.   memberikan  tempat  atau  kelas  kepada  penonton  atau  pengunjung
selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;

c.   mengubah  tanda  masuk  yang  telah  diperporasi  tanpa  persetujuan
Kepala Badan;

d.   memberikan  atau  men].ual  tanda  masuk yang  telah  dipakai  kepada
penonton atau pengunjung; dan

e.    memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga
yang tercantum dalam HTM.



(2)    Wajib  Pajak  yang  menggunakan  tanda  masuk  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 51  ayat  (1) yang tidak diperforasi oleh Bapenda,  dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 400°/o (empat ratus persen)
dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 54

Penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan yang menggunakan tanda masuk
yang dijual secara online tidak perlu diperforasi oleh Bapenda.

BAB IX
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 55

(1)    Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2)     SPI`PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak
dengan cara:
a.   mengambil sendiri di TPPD;
b.   dikirim oleh petugas Bapenda; dan
c.    mengakses dengan sistem daring.

(3)     Setiap   Wajib   Pajak   harus   mengisi   SPI`PD   dengan  jelas,   benar   dan
lengkap dan wajib ditandatangani oleh Wa].ib Pajak atau kuasanya.

(4)    Penandatanganan  SPTPD  dikecualikan  bagi  Wajib  Pajak  yang  mengisi
secara. online.

(5)    SPI`PD    yang    salah    tulis    dapat    dilakukan    pembetulan    dengan
memberikan paraf oleh Wajib Pajak.

(6)     SPTPD   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   paling  sedikit  memuat
peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa pajak.

(7)     SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati
atau  Pejabat  yang  ditunjuk  setelah  berakhimya  nasa  pajak  dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(8)     Setiap  Wajib  Pajak  yang  menggunakan  tenaga  listrik  bukan  PT  PLN
(Persero) wajib mengisi SPI`PD.

(9)    Wajib  Pajak yang menggunakan tenaga listrik  PT PLN  (Persero),  dimana
daftar rekening listrik yang diterbitkan merupakan SPTPD.

(10)  Tenaga  listrik  yang  disediakan  oleh  PT  PLN  (Persero)  pemungutannya
dilaksanakan  oleh  PI`  PLN  (Persero)  berdasarkan  Peljanjian  Kelja  sama
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

(11)  SPTPD  dianggap  tidak  disampaikan  apabila  tidak  ditandatangani  oleh
Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat  (3),  dan
tidak  dilampirkan  keterangan  atau  dokumen  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (6) dan ayat (7).

Bagian Kedua
Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 56

Pelaporan   SPTPD   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   55   ayat   (1)
dilakukan setiap masa Pajak.
Jangka waktu penyampaian SPI`PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 15 (lima belas) hari keria setelah berakhirnya masa Pajak.



Apabila  batas waktu  penyampaian  SPTPD jatuh  pada  hari  libur,  maka
batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya.
Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebelum jatuh tempo
penyampaian  SPTPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat teguran.
Surat  teguran  sebagaimana  dimaksud  pada  a.yat  (4)  diterbitkan  dalam
jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo penyampaian SFTPD.
Surat teguran paling sedikit memuat tanggal jatuh tempo penyampalan
SPTPD setelah diterimanya surat teguran.
Dalam   hal   SPTPD   tidak   disampaikan   sampai   tanggal  jatuh   tempo
sebagaimana   disebutkan   pada   ayat   (6),   Bupati   atau   Pejabat   yang
ditunjuk menerbitkan SKPDKB secara jabatan.

(8)    Penyampaian  SPI`PD wajib  dilampirkan dokumen atau keterangan lain
yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa:
a.   rekapitulasi peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalaln satu

masa   Pajak   (rekapitulasi   penerimaan   bulan  yang  bersangkutan),
berikut  salinan  bizz/bon  pen].ualan  dan/atau  bentuk  lainnya  yang
sejenisnya;

b.   rekapitulasi  hasil  perekaman   data  usaha  bagi  Wajib  Pajak  yang
menggunakan alat perekaman data transaksi usaha elektronik; dan

c.    bukti setoran pajak (salinan SSPD).

Pasal 57

(1)    Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk
dapat  memberikan  perpanjangan  jangka  waktu  penyampaian   SPTPD
untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(2)    Permohonan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   diajukan   secara
tertulis  disertai  alasan  yang jelas  kepada  Kepala  Badan  paling  lambat
sebelum  berakhirnya  batas  waktu  penyampaian   SPTPD   sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal   56   ayat   (2)   dengan  melampirkan  pemyataan
mengenai besamya pajak terutang yang harus dibayar.

Bagian Ketiga
Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 58

(1)    Wajib  Pajak  dengan  kemauan  sendiri  dapat  membetulkan  SPTPD  yang
telah disampaikan dengan menyampaikan pemyataan tertulis sepanjang
belum dilakukan Pemeriksaan.

(2)    Dalam  hal  pembetulan  SprpD   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
menyatakan  lebih bayar,  pembetulan  SPTPD  harus  disampaikan  paling
lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

(3)    Dalam  hal  pembetulan  SPTPD   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
menyatakan  kurang  bayar,  pembetulan  SPTPD  dilampiri  dengan  SSPD
sebagai   bukti   pelunasan   Pajak   yang   kurang   dibayar   dan   sanksi
administratif berupa bunga.

(4)    Atas  pembetulan  SPTPD  yang  menyatakan  kurang  bayar  sebagaimana
dimaksud   pada  ayat   (3)   dikenai   sanksi   administratif  berupa  bunga
sebesar   1%   (satu  persen)  per  bulan  dari  jumlah  Pajak  yang  kurang
dibayar,  dihitung dari tanggal jatuh  tempo  pembayaran  sampai  dengan
tanggal  pembayaran  untuk jangka  waktu  paling  lama  24  (dua  puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5)    Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.



BABX
PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 59

(1)    Bupati  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  melakukan  Penelitian  atas  SPTPD
yang disampaikan Wajib  Pajak  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  56
ayat (1).

(2)    Penelitian atas SFTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.   kesesuaian  batas  akhir  pembayaran  dan/atau  penyetoran  dengan

tanggal pelunasan dalam SSPD ;
b.   kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
c.   kebenaran penulisan, penghitungan, dan/ atau administrasi lainnya.

(3)    Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagainana dimaksud
pada ayat (2)  diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar, Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan STPD.

(4)    STPD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)   mencantumkan  jumlah
kekurangan  pembayaran  Pajak  terutang  ditambah  sanksi  administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang
kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau beraThimya
masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari t]ulan dihitung
penuh  1  (satu) bulan.

(5)    Dalam hal hasil Penelitian atas SPI`PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)  terdapat indikasi penyampalan informasi yang tidak sebenamya darn
Wajib   Pajak,   Bupati   atau   Pejabat  yang   ditunjuk   dapat   melakukan
Pemeriksaan.

BAB XI
KEWAJIBAN PENGGUNAAN EON PENJUALAN

Pasal 60

(1)    Wajib  Pajak  PB`JT  atas jasa  makanan  dan/atau  minuman,  PB`JT  atas
Jasa Perhotelan, PB`JT atas jasa parkir dan PB`JT atas I.asa kesenian dan
hiburan wajib menggunakan bon penjualan.

(2)    Bon     penjualan     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1),     harus
menggambarkan  teljadinya  transaksi  pembayaran  atas  pelayanan yang
menjadi dasar pajak terutang.

(3)    Untuk  Wajib   Pajak   PB`JT   atas   kesenian   dan   hiburan  yang   bersifat
insidentil,    kewajiban    penggunaan    bon    penjualan    diganti    dengan
kewajiban penggunaan tiket/karcis yang telah dilegalisasi/perforasi oleh
Bapenda.

(4)    Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku untuk:
a.   Wajib   Pajak   PB`JT   makanan   dan/minuman   dengan   objek   pajak

berupa warung kaki lima;
b.   Wajib Pajak yang melaporkan data usaha secara elektronik; dan/atau
c.   Wajib   Pajak  yang  telah   mendapat   persetujuan   pembebasan   dari

kewaj iban pencatatan.

Pasal 6 1

(1)    Eon  penjualari  baik yang tertulis  atau  dicetak menggunakan  komputer
sebagai bukti transaksi/penerimaan pembayaran harus mencantumkan
tarif dan besaran pajak sebesar yang telah ditetapkan.

(2)    Dalaln   bon   penjualan   yang   dibuat/dicetak   oleh   Wajib   Pajak
mencantumkan  tarif  dan  besaran  pajak  yang  telah  ditetapkan,



harga yang  dikenakan  kepada  konsumen  sudah  termasuk  pajak yang
terutan8.
a.   untuk Harga Pokok Penjualan  (HPP)  sebagai dasar pengenaan pajak

adalah   sebesar    100/(loo+n)    (seratus   per   seratus   ditambah   n)
dikalikan harga yang tercantum dalam bon penjualan.

b.   n sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tarif pajak yang telah
ditetapkan sesuai dengan jenis pajak; dan

c.   pajak terutang dihitung dengan cara Harga Pokok Penjualan sebagai
dasar   pengenaan   pajak   sebagaimana   dimaksud   pada   huruf   a
dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan.

BAB XII
DATA TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 62

Untuk menampung perkembangan  teknologi perekaman  data transaksi
usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer.
Apabila  diperlukan  peralatan  komputer  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  dapat dihubungkan dengan alat perekam data transaksi usaha
oleh Bapenda.

(3)    Setiap  Wajib  Pajak  wajib  memasukkan  seluruh  data  transaksi  yang
terjadi ditempat usaha yang dimiliki untuk kemudian dihimpun sebagai
dasar perhitungan besaran pajak.

(4)    Wajib    Pajak    wajib    melaporkan    hasil    transaksi    penerimaan    atas
penggunaan  peralatan  komputer  secara  berkala  dengan  melampirkan
print out hasil transaksi pada waktu penyampaian SFTPD kepada Kepala
Badan atau Pejabat yang ditunjuk.

(5)    Dalam  hal  peralatan  komputer  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
telah   terpasang   alat   perekam   data   transaksi   usaha   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2),  pelaporan  hasil  transaksi  penerimaan  usaha
mengacu   kepada   laporan   yang   terekam   dalam   alat   perekam   data
transaksi usaha tersebut.

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 63

(1)    Wajib   Pajak   wajib   melakukan   pembukuan   atau   pencatatan   secara
elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
a.   bagi  Wajib  Pajak  yang  melakukan  usaha  dengan  peredaran  usaha

paling  sedikit  Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus juta
rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

b.   bagi  Wajib  Pajak  yang  melakukan  usaha  dengan  peredaran  usaha
kurang  dari  Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus  juta
rupiah) per tahun dapat memilih Inenyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan.

(2)    Pembukuan      atau      pencatatan      harus      diselenggarakan      dengan
memperhatikan iktikad baik dan  mencerminkan keadaan atau kegiatan
usaha yang sebenamya.

(3)    Pembukuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dilakukan  dengan
berpedoman   pada   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   yang
terkait dengan pembukuan.



(4)    Pencatatan  sebagaimana dimaksud pada a.yat  (I)  huruf b paling sedikit
memuat   data   peredaran   usaha   atau   data   penjualan   beserta   bukti
pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak
yang temtang.

(5)    Buku,   catatan,   dan  dokumen  yang  menjadi  dasar  pembukuan  atau
pencatatan,  termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan
yang  dikelola   secara  elektronik  atau   secara  program   aplikasi  online
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  disimpan  selama  5  (lima)
tahun di  Indonesia di tempat kegiatan  atau tempat tinggal Wajib  Pajak
orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 64

(1)    Bupati  atau  Pejabat yang ditunjuk  berwenang melakukan  Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenal Pajak.

(2)    Pemeriksaan     untuk     menguji     kepatuhan     pemenuhan     kewajiban
perpajakan seba.galmana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal:
a.  Wajib  Pajak  mengajukan  pengembalian  atau  kompensasi  kelebihan

pembayaran Pajak;
b.  terdapat  keterangan  lain  berupa  data  konkret  yang  menunjukkan

bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
c.  Wajib Pajak yang terpihih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan

analisis risiko.
(3)    Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

dilakukan paling sedikit untuk:
a.   pemberian NPWPD secara jabatan;
b.   penghapusan NPWPD;
c.   penyelesaian permohonan keberatan wajib pajak;
d.   pencocokan data dan/ atau alat keterangan; dan/atau
e.   pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.

(4)    Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
meliputi   penentuan,   pencocokan,   atau   pengumpulan   materi   yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 65

(1)    Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
64, kewajiban Wajib Pal.ak yang diperiksa meliputi:
a.   memperlihatkan    dan/atau    meminjamkan    bukei    atau    catatan,

dokumen    yang    menjadi    dasamya,    dan    dokumen    lain    yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b.   memberikan  kesempatan  untuk  memasuki  tempat  atau  ruangan
yang  dianggap  perlu  dan  memberikan  bantuan  guna  kelancaran
Pemeriksaan; dan/atau

c.   memberikan keterangan yang diperlukan.
(2)    Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal

64, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
a.   meminta   identitas    dan    bukti    penugasan    Pemeriksaan    kepada

pemeriksa;
b.   meminta  kepada  pemeriksa  untuk  memberikan  penjelasan  tentang

alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
c.   menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan

atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.



(3)    Dalam   hal   Wajib    Pal.ak   tidak   memenuhi   kewajiban    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),   besarnya  Pajak  terutang  ditetapkan   secara
jabatan.

BAB XIV
SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 66

(1)    Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pal.ak,
Kepala  Badan  dapat  menerbitkan  SKPDKB,   SKPDKBT,   SKPDLB,   dan
SKPDN  untuk  jenis  Pajak  yang  dipungut  berdasarkan  penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak.

(2)     SKPDKB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan  dalam  hal
terdapat Pajak yang kurang atau tidak bayar berdasarkan:
a.   hasil Pemeriksaan atau keterangan lain;
b.   penghitungan secara jabatan karena:

1.   Wajib  Pajak  tidak  menyampaikan  SPTPD  paling  lama   15  (lima
belas) hari kelja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur
secara    tertulis    namun    tidak    disampaikan    pada    waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2.   Wajib  Pajak  tidak  memenuhi  kewajiban  melakukan  pembukuan
atau  pencatatan  secara  elektronik  dan/atau  non  elektronik  dan
kewajiban     Wajib     Pajak     dalam     pelaksanaan     pemeriksaan
sebagainana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat
(1).

(3)     SKPDKBT  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan  dalam  hal
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan
menyebabkan   penambahan   Pajak   yang   terutang   setelah   dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4)     SKPDN   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   diterbitkan  dalam  hal
jumlah Pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit Pajak
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(5)    Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  65   terdapat  kelebihan  pembayaran  Pajak,   Kepala  Ba.dan  atau
Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 67

(1)    Jumlah  kekurangan  Pajak yang  terutang  dalarn  SKPDKI3  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar  1,8°/o  (satu koma delapan persen)  per bulan dari
Pajak   yang   kurang   atau   terlambat   dibayar,    dihitung   sejak   saat
terutangnya  Pajak  atau  berakhimya nasa Pajak,  bagian Tahun  Pajak,
atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka
waktu paling lama 24  (dua puluh empat)  bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulari.

(2)    Jumlah  Pajak  yang  terutang  dalaln  SKPDKB  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal  66  ayat  (2)  huruf b dikenakan  sanksi administratif berupa
bunga  sebesar  2,2%  (dua koma dua  persen)  per bulan  dari Pajak yang
kurang  atau  terlambat  diba.yar,  dihitung  sejak  saat  terutangnya  Pajak
atau  berakhimya  masa  Pajak,  bagian Tahun  Pajak,  atau Tahun  Pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama
24  (dua puluh  empat)  bulan  serta bagian dari bulan  dihitung penuh  1
(satu)  bulan,  sejak  saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan  sanksi
administratif berupa :



kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang
dibayar untuk jenis Pajak PBJT atas:
1.   Makanan dan/atau Minuman;
2.   Tenaga Listrik;
3.   Jasa perhotelan;
4.   Jasa Parkir; dan
5.   Jasa Kesenian dan Hiburan;

(3)    Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagainana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan  sebesar  100%  (seratus persen)  dari jumlah kekurangan Pal.ak
yang terutang dalam SKPDKBT.

(4)    SKPDKB   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2),   dan
SKPDKBT  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (3)  wajib  dilunasi  dalam
jangka waktu paling lama 1  (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XV
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 68

(1)    Dalaln jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2)    Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis
Pajak yang dipungut berdasarkari perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
dalam hal:
a.   pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
b.   hasil   penelitian   SFTPD   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   59

terdapat  kekurangan  pembayaran  akibat  salah  tulis,  salah  hitung,
atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c.    SKPDKB,  SKPDKBT,  Surat Keputusan Pembetulan,  Surat Keputusan
Keberatan,  dan  Putusan  Banding  yang  tidak  atau  kurang  dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d.   Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

(3)    Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a  dan  huruf  b,  berupa  pokok  Pajak  yang  kurang  dibayar  ditambah
dengan  pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar  1°/o  (satu
persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh  tempo  pembayaran  sampai  dengan  tanggal  pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bula]i.

(4)    Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c,  dikenai  sanksi  administratif berupa  bunga  sebesar  O,60/o  (nol  koma
enam  persen)  per  bulan  dari  Pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar,
dihitung  dari  tanggal jatuh  tempo  pembayaran  sampai  dengan  tanggal
pembayaran,  untuk jangka  waktu  paling  lama  24  (dua  puluh  empat)
bulan  sejak  saat  terutangnya  Pajak  serta  bagian  dari  bulan  dihitung
penuh 1  (satu) bulan.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 69

(1)     Utang  Pajak  sebagaimana  tercantum  dalam  SKPDKB,  SKPDKBT,  STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.



(2)    Atas  dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  yang
belum   jatuh   tempo   pembayaran   atau   pelunasan,   dapat   dilakukan
imbauan.

(3)    Dalam  hal dasar Penagihan  Pajak sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
tidak  dilunasi  setelah jatuh  tempo  pembayaran  atau  pelunasan,  dapat
dilafukan    Penagihan    Pajak    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 70

(1)    Dalam  rangka melaksanakan  penagihan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal    69    ayat    (3)    Bupati    berwenang    menunjuk    Pejabat    untuk
melaksanakan penagihan.

(2)    Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.   mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b.   menerbitkan:

1.    surat teguran;
2.    surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
3.    surat paksa;
4.    surat perintah melaksanakan penyitaan;
5.    surat perintah penyanderaan;
6.    surat pencabutan sita;
7.    pengumuman lelang;
8.    surat penentuan harga limit;
9.    pembatalan lelang; dan
10.   surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3)    Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 1

(1)    Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat
(3) diawali dengan penerbitan surat teguran.

(2)    Surat teguran sebagainana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebanyak
3  (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing surat adalah 7 (tujuh)
hari.

(3)    Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan surat teguran ketiga,
Wajib  Pajak  belum  melunasi  pajak  utang  pajak,  terhadap  Penanggung
Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4)    Khusus untuk penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur
atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau
ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5)    Dalam  hal  kewajiban  pembayaran  Utang  Pajak  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6)    Surat  Paksa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diberitahukan  atau
disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(7)    Dalam  hal  Penanggung  Pajak  tidak  melunasi  Utang  Pajaknya  setelah
melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat
Paksa  disampaikan  seba.gaimana  dimaksud  pada  ayat  (6),  diterbitkan
surat perintah melaksanakan penyitaan.

(8)    Dalaln  hal  Utang Pajak dan/atau  biaya Penagihan  Pajak tidak dilunasi
setelah      dilaksanakan      penyitaan      berdasarkan      surat      perintah
melaksanakan  penyitaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7),  Pejabat
sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     70     a.yat     (2)     berwenang
melaksanakan  penjualan  secara  lelang  melalui  kantor  lelang  terhadap
barang yang disita.



(9)    Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu
14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10)  Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan
paling cepat setelah lewat jangka waktu  14  (empat belas)  hari terhitung
sejak dilakukan penyitaan.

(11)  Hasil   lelang   dipergunakan   terlebih   dahulu   untuk   membayar   biaya
Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum
dibayar-

Pasal 72

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan
surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
a.   penanggung Pajak  akan  meninggalkan  Indonesia untuk  selama-lamanya

atau berniat untuk itu;
b.   penanggung  Pajak  memindahtangankan  barang yang  dimiliki  atau yang

dikuasai    dalam    rangka    menghentikan    atau    mengecilkan    kegiatan
usahanya atau pekeljaan yang dilakukannya di Indonesia;

c.   terdapat   tanda-tanda   bahwa   Penanggung   Pajak   akan   membubarkan
badan    usahanya,     menggabungkan    usahanya,     atau    memekarkan
usahanya,   atau   memindahtangankan   perusahaan  yang   dimiliki   atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d.   badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e.   teljadi  penyitaan  atas  barang  Penanggung  Pajak  oleh  pihak  ketiga  atau

terdapat tanda kepailitan.

Pasal 73

(1)    Dalam  rangkaian proses  pelaksanaan  Penagihan,  terhadap  Penanggung
Pajak yang tidak menunjukkan  iktikad  baik melunasi Utang Pajak dan
memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan
pencegahan dan/ atau penyanderaan.

(2)    Pencegahan  dan/atau  penyanderaan  terhadap  Penanggung  Pajak  tidak
mengakibatkan  hapusnya  Utang  Pajak  atau  terhentinya  pelaksanaan
Penagihan Pajak.

(3)     Pencegahan  dan/atau  penyanderaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)    dan    ayat    (2)    dilakukan    sesual    dengan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 74

(1)    Hak  untuk  melakukan  Penagihan  Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 70  menjadi kedaluwarsa setelah  melampaui waktu  5  (lima)  tahun
terhitung  sejak  saat  terutangnya  Pajak  kecuali   apabila  Wajib   Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2)    Kedaluwarsa  Penagihan  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)
tertangguh apabila sebelum jangka waktu  sebagalmana dimaksud  pada
ayat (2),
a.   diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b.   ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.
(3)    Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat  (3)  huruf a,  kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa.



(4)    Pengakuan  Utang  Pajak  secara  langsung  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat   (3)    huruf   b   merupakan   Wajib   Pajak   dengan   kesadarannya
menyatakan  masih  mempunyal  Utang  Pajak  dan  belum  melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5)    Pengakuan  Utang  Pajak  secara  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (3)   huruf  b  dapat  diketahui  dari  pengajuan  pemohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

(6)    Dalam    hal    terdapat    pengakuan    Utang    Pajak    dari    Wajib    Pajak
sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf b,  kedaluwarsa  Penagihan
dihitung sejak tanggal Pengakuan.

BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 75

(1)    Bupati   melakukan   pengelolaan   piutang   Pajak   untuk   menentukan
prioritas Penagihan Pajak.

(2)    Bupati atau Pe].abat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk
melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).

(3)    Piutang  Pajak  yang  tidak  munglin   ditagih   lagi   karena  hak  untuk
melakukan Penagihan sudan kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4)    Piutang  Pajak  yang  dihapuskan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(5)    Keputusan   Bupati   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (4)   ditetapkan
dengan memp ertimbangkan :
a.  pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat

(3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1); dan

b.  hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
(6)    Penagihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  huruf  a  dibulctikan

dengan dokumen pelaksanaan Penagihari.

BAB XIX
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PAJAK

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 76

(1)    Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  13upati  atau  Pejabat
yang   ditunjuk   terhadap   SKPDKB,   SKPDKBT,   SKPDLB,   SKPDN,   atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2)    Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diajukan secara tertulis
dalaln bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang
atau   jumlah    Pajak    yang    dipotong    atau    dipungut,    berdasarkan
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3)    Pengajuan   keberatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   harus
diajukan  dalam jangka waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan  sejak  tanggal
SKPDKB,    SKPDKBT,    SKPDLB,    atau    SKPDN    dikirim    atau    tanggal
pemotongan    atau    Pemungutan,    kecuali   jika    Wajib    Pajak    dapat
menunjukkan  bahwa  jangka  waktu  itu  tidak  dapat  dipenuhi  kal.ena
keadaan kahar.

(4)    Keberatan  dapat  diajukan  apabila  Wajib  Pajak  telah  membayar  Pajak
terutang dalam SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDLB,  SKPDN, atau pemotongan



atau  Pemungutan  oleh  pihak ketiga  paling  sedikit  sejumlah yang telah
disetujui Wajib Pajak.

(5)    Keberatan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat
keberatan.

(6)    Tanda  pengiriman  surat  keberatan  melalui  pengiriman  tercatat  atau
melalui  media  lainnya,  atau  tanda  penerimaan  surat  keberatan  yang
diberikan   Bupa.ti   atau   Pejabat  yang   ditunjuk   kepada   Wajib   Pajak,
menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(7)    Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka wa]rfu pelunasan
atas jumlah  Pajak yang belum  dibayar  pada  saat pengajuan keberatan
tertangguh sampai dengan  1  (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

(8)    Jumlah  Pal.ak  yang  belum  dibayar  pada  saat  pengajuan  permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada. ayat (8)  tidak termasuk sebagai
Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 77

(1)    Bupati   atau   Pejabat  yang   ditunjuk   harus   memberi   keputusan   atas
keberatan yang diajukan oleh Wa].ib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1).

(2)    Dalam  memberikan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melarfukan Pemeriksaan.

(3)    Keputusan  Bupati  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1)  ditetapkan dalam jangka waktu paling lama  12  (dua belas)
bulan  sejak  tanggal  surat  keberatan  diterima  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (7).

(4)    Keputusan  Bupati  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  atas  keberatan  dapat
berupa:
a.   menerima  seluruhnya  dalam  hal  Pajak  terutang  berdasarkan  hasil

penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
b.   menerima   sebagian  dalam   hal   Pajak  terutang  berdasarkan   hasil

penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;

c.    menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama
dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d.   menambah  besarnya jumlah  Pajak  yang  terutang  dalam  hal  Pajak
terutang  berdasarkari  hasil  penelitian  lebih  besar  dari  Pajak  yang
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak.

(5)    Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati
atau  Pejabat yang ditun].uk tidak memberi  suatu keputusan,  keberatan
yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 78

(1)    Dalam   hal   pengajuan   keberatan   Pajak   dikabulkan   sebagian   atau
seluruhnya,     kelebihan     pembayaran     Pajak    dikembalikan    dengan
ditambah  imbalan  bunga  sebesar  0,6%   (nol  koma  enam  persen)   per
bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1  (satu) bulan.

(2)    Imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dihitung  sejak
bulan   pelunasan   sampal   dengan   diterbitkannya   Surat   Keputusan
Keberatam.



(3)    Dalam  hal  keberatan  Wajib  Pajak  ditolak  atau  dikabulkan  sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga
puluh   persen)   dari  I.umlah   Pajak  berdasarkan   keputusan   keberatan
dikurangi   dengan   Pajak   yang   telah   dibayar   sebelum   mengajukan
keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 79

(1)    Wajib   Pajak  dapat  mengajukan   permohonan   bending  hanya  kepada
badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan
oleh  Bupati  atau  Pejabat yang  ditunjuk  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  70  ayat  (3)  paling  lama  3  (tiga)  bulan  sejak  keputusan  diterima
dengan dilalnpiri salinari Surat Keputusan Keberatan.

(2)    Permohonan  banding  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang
jelas.

(3)    Permohonan      banding      sebagalmana      dimaksud      pa.da      ayat      (1)
menangguhkan   kewajiban   membayar   Pajak   sampai   dengan   1   (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4)    Pengajuan  banding  dilaksanakan  sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 80

(1)    Dalam hal permohonan  bending dikabulkan  sebagian  atau  seluruhnya,
kelebihan  pembayaran  Pajak  dikembalikan  dengan  ditambah  imbalan
bunga  sebesar  0,6  %  (nol  koma  enam  persen)  per  bulan  dihitung  dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2)    Imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dihitung  sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3)    Dalam   hal   Wajib   Pajak   mengajukan   permohonan   banding,   sanksi
administratif berupa denda sebesar 30°/o (tiga. puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) tidak dikenakan.

(4)    Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak  dikenai  sanksi  administratif  berupa  denda  sebesar  60%  (enam
puluh    persen)    dari   jumlah    Pajak   berdasarkan   Putusan   Banding
dikurangi   dengan   Pajak   yang   telah   dibayar   sebelum   mengajukan
keberatan.

Bagian Ketiga
Gugatan Pajak

Pasal 8 1

(1)    Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:
a.   pelaksanaan  Surat  Paksa,  surat perintah  melaksanakan  penyitaan,

atau pengumuman lelang;
b.   keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c.   keputusan     yang     berkaitan     dengan     pelaksanaan     keputusan

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal
77; dan



d.   penerbitan  surat  ketetapan  pajak  atau  Surat  Keputusan  Keberata]'i
yang  dalam  penerbitannya  tidak  sesual  dengan  prosedur  atau  tata
cara  yang   telah   diatur   dalaln   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

(2)    Pengajuan  gugatan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU

PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK,
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 82

(1)    Dalam  mendukung  kebijakan  kemudahan  berinvestasi,   Bupati  dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2)    Insentif riskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan,   dan   pembebasan   atau   penghapusan   atas   pokok   Pajak
dan/ atau sanksinya.

(3)    Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat  diberikan  atas
permohonan  Wajib  Pajak  atau  diberikan  secara  jabatan  oleh  Bupati
berdasarkan pertimbangan, antara lain:
a.    kemampuan membayar wajib pajak;
b.    kondisi  tertentu  objek  Pajak,  seperti  objek  Pajak  terkena  bencana

alaln,  kebakaran,  dan/atau  penyebab  lainnya  yang  teljadi  bukan
karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib  Pajak
dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran
Pajak;

c.    untuk  mendukung  dan  melindungi  pelaku  usaha  mikro  dan  ultra
mikro;

d.   untuk  mendukung  kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  mencapai
program prioritas Daerah; dan/ atau

e.    untuk  mendukung  kebijakan  Pemerintah  dalam  mencapai  program
prioritas nasional.

(4)    Pemberian    insentif    fiskal    sebagaimana    dimaksud    pada    a.yat    (3)
merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam
pengelolaan keuangan daerah.

(5)    Pemberian  insentif  fiskal  kepada  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (3)  huruf a  dan  huruf b,  dilakukan  dengan  memperhatikan
faJctor:
a.   kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama

2 (dua) tahun terakhir;
b.   kesinambungan usaha wajib pajak;
c.   kontribusi   usaha   dan   penanaman   modal   Wajib   Pajak   terhadap

perekonomian    daerah    dan    lapangan    kerja    di    daerah    yang
bersangkutan; dan/ atau

d.   fcktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
(6)    Pemberian  insentif fiskal  kepada  Wajib  Pajak  pelaku  usaha  mikro  dan

ultra  mikro  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  c,  dilakukan
sesuai  dengan  kriteria  usaha  mikro  dan  ultra  mikro  dalam  peraturan
perundang-undangan  di  bidang  usaha  mikro,   kecil,   menengah,   dan
koperasi.

(7)    Pemberian  insentif  fiskal  kepada  Wajib  Pajak  sebagalmana  dimaksud
pada   ayat   (3)   huruf  d,   disesuaikan   dengan   prioritas   Daerah  yang
tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.



(8)    Pemberian  insentif  fiskal  kepada  Wa].ib  Pajak  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (3)  huruf e dilakukan dalaln rangka percepatan penyelesaian
proyek strategis nasional.

Pasal 83

(1)    Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1)
diberitahukan kepada DPRD.

(2)    Pemberitahuan   kepada   DPRD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 84

(1)     Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal
82  ayat  (1)  merupakan  permohonan  Wajib  Pajak,  apabila  diperlukan
atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk
tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).

(2)     Pemeriksaan  Pajak  sebagainana  dimaksud   pada  ayat   (1)   bertujuan
untuk  memastikan  bahwa Wajib  Pal.ak yang  mengajukan  permohonan
insentif  fiskal  berhak  untuk  menerima  insentif  fiskal  sesuai  dengan
pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3)
dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 85

(1)    13upati atau Pejabat yang ditun].uk berdasarkan permohonan Wajib Pajak
dapat    memberikan     keringanan,     pengurangan,     pembebasan,     dan
penundaan   pembayaran   atas   pokok   dan/atau   sanksi   Pajak   dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/ atau objek Pajak.

(2)    Permohonan     pengurangan,     keringanan,     dan     pembebasan     pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah
ditetapkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.

(3)     Kondisi Wajib  Pajak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  paling sedikit
berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib
Pajak.

(4)     Kondisi  objek  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  sedikit
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang
ditempati  Wajib  Pajak  dari  golongan  tertentu,  nilai  objek  Pajak  sampal
dengan  batas  tertentu,  dan  objek Pajak yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(5)    Pemberian   pembebasan   pajak   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
dalam hal objek pajak terkena bencana.

(6)    Bencana   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4)    ditetapkan   dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 86

Dampak  objek  pajak  terkena  bencana  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  kategori,
yaitu:
a.     dampak bencana berat dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang

menjadi  objek  pajak  berhenti  beroperasi  untuk  jangka  waktu  paling
sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;

b.     dampak  bencana  sedang  dalam  hal  bencana  mengakibatkan  kegiatan
yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 50°/o (lima puluh persen)
dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan



c.     dampak   bencana   ringan   adalah   dalam   hal   bencana   mengakibatkan
volume  kegiatan  yang  menjadi  objek  pajak  tersisa  paling  banyak  75%
(tujuh puluh lima persen)  dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan
keuangan pemohon.

Pasal 87

(1)    Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib pajak
dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan pajak yang terutang.

(2)    Pengurangan   atau   penghapusan   sanksi   administratif  berupa   bunga,
denda,  dan/atau  kenaikan  pajak  yang  terutang  diberikan  dalam  hal
sanksi  tersebut  dikenakan  karena  kekhilafan  wajib  pajak  atau  bukan
karena kesalahannya.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 88

(1)    Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib
Pal.ak, berupa:
a.    perpanjangan   batas   waktu   pembayaran   atau   pelaporan   Pajak;

dan/atau
b.   pemberian  fasilitas  arigsuran  atau  penundaan  pembayaran   Pajak

terutang atau Utang Pajak.
(2)    Perpanjangan     batas     waktu     pembayaran     atau     pelaporan     Pajak

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  diberikan  kepada  Wajib
Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak manpu
memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3)    Perpanjangan     batas     waktu    pembayaran     atau     pelaporan     Pajak
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dapat  diberikan  Bupati
secara   jabatan    atau   berdasarkan   permohonan   Wajib   Pajak   yang
ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4)    Pemberian    fasilitas    angsuran    atau    penundaan    pembayaran    Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan  dalam  hal  Wajib  Pajak  mengalami  kesulitas  likuiditas  atau
keadaan   kahar   Wajib   Pajak   sehingga   Wajib   Pajak   tidak   mampu
memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5)    Pemberian    fasilitas    angsuran    atau    penundaan    pembayaran    Pajak
terutang  atau  Utang  Pajak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  dapat
diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan
dalarn Keputusan Bupati.

(6)    Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (4),  Bupati  memperhatikan
kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  pembayaran  Pajak  selama  2  (dua)  tahun
terakhir.

(7)    Keputusarl Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), dapat berupa:
a.   menyetujui jumlah  angsuran  Pajak  dan/atau  masa  angsuran  atau

lamanya penundaan sesual dengan permohonan Wajib Pajak;
b.   menyetujui    sebagian   jumlah    angsuran    Pajak    dan/atau   nasa

angsuran  atau  lamanya penundaan  yang  dimohonkan  Wajib  Pajak;
atau

c.    menolak permohonan wajib pajak.
(8)    Persetujuan   atau   persetujuan   sebagian   angsuran   atau   penundaan

sebagaimana dimaksud pada ayat  (7)  huruf a dan huruf b  paling lama
diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.



(9)    Pembayaran  angsuran  setiap  masa  angsuran  dan  pembayaran  Pajak
yang  ditunda  disertai  bunga  sebesar  0,6%  (nol  koma  enam  persen)  per
bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh  1  (satu) bulan.

(10)  Bupati    dalam    memberikan    fasilitas    angsuran    atau    penundaan
pembayaran pajak dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang
ditunjuk.

Bagian Keempat
Prosedur Keringanan, Pengurangan, Pembebasan serta Pengurangan dan

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah

Pasal 89

(1)    Pemohon    mengajukan    permohonan   pengurangan,    keringanan,    dan
pembebasan pajak daerah,  serta pengurangan dan penghapusan  sanksi
administrasi pajak daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat
yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan administrasi paling lambat  1
(satu)  bulan  sejak  menerima  STPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN,  atau
SKPDLB.

(2)    Persyaratan  administrasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (i)  adalah
sebagai berikut:
a.   saJinan identitas pemohon;
b.   surat kuasa dan Salinan identitas penerima kuasa;
c.    Salinan SSPD yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
d.   salinan  STPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN,  atau  SKPDL13 yang akan

diajukan permohonan;
e.   surat keterangan dari Aparatur pemerintah Kabupaten;
f.    bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan,

keringanan dan penghapusan Pajak yang terhutang;
9.   bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah nasa pajak/tahun pajak

sebelumnya.
(3)    Permohonan  pengurangan,  keringanan  dan  penghapusan  pajak  beserta

sanksi administrasinya berlafu untuk satu jenis pajak dalam masa dan
tahun yang bersangkutan.

Pasal 90

Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89,
dapat  diberikan  paling  tinggi  sebesar  30%  (tiga  puluh  persen)  dari  pajak
terutan8.

Pasal 9 1

(1)    Badan    melakukan    pemeriksaan    berkas    permohonan    pengurarigan,
keringanan,  pembebasan  pajak  atau  pengurangan  atau  penghapusan
sanksi administratif paling lama  i  (satu) bulan sejak tanggal diterimanya
berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(2)    Badan  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  berkas  pemohonan  dapat
melakukan  peninjauan  ke  lokasi  kegiatan  dan/atau  meminta dokumen
penunjang selain yang dipersyaratkan.

(3)E:;£itLpeaTae:ks:g=ba:£g=¥Tftus:jpuakgalundtauskarmpeenne8n=:£L=tauke:uetnuosL=k?'

permohonan.
(4)    Keputusan    Bupati    atau   Pejabat   yang   ditunjuk   atas   permohonan

pengurangan,  keringanan,  dan  pembebasan  pajak,  atau  pengurangan
atau  penghapusan  sanksi  administratif  diberikan  paling  lama  3  (tiga)



bulan  sejak  tanggal  diterimanya  permohonan  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 90 secara lengkap dan benar.

(5)    Dalam  hal  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  a.yat  (4)  telah
terlampaui dan tidak ada keputusan,  maka permohonan,  pengurangan,
keringanan,   dan   pembebasan   pajak   daerah   serta   pengurangan   dan
penghapusan sanksi administratif pajak daerah dianggap diterima.

BAB XXI
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 92

(1)    Atas  permohonan  Wajib  Pal.ak  atau  karena  jabatannya,   Bupati  atau
Pejabat  yang  ditunjuk  dapat  melakukari  pembetulan  STPD,  SKPDKB,
SKPDKBT,  SKPDN,  atau  SKPDLB  yang  dalam  penerbitannya  terdapat
kesalahan    tulis    dan/atau   kesalahan    hitung   dan/atau   kekeliruan
penerapan  ketentuan  tertentu  dalaln  peraturan  perundang-undangan
perpajakan Daerah.

(2)     Pembetulan   sebagalmana   dimaksud   pada  ayat   (1)   ditetapkan   dalam
Surat Keputusan Pembetulan.

(3)    Dalam   hal   pembetulan   didasarkan   atas   permohonan   Wajib   Pajak
sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
menindaklanjuti   permohonan   tersebut   dengan   melakukan   penelitian
terhadap permohonan Wajib Pajak.

(4)    Dalam  rangka  penelitian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Bupati
atau  Pejabat  yang  ditunjuk  dapat  meminta  data,  informasi,  dan/atau
keterangan yang diperlukan.

(5)    Dalam   hal   pembetulan   didasarkan   atas   permohonan   Wajib   Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (2)  dalam jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  sejak
tanggal surat perlnohonan pembetulan diterima.

(6)    Surat Keputusan Pembetulan sebagalmana dimaksud pada ayat (5) berisi
keputusan berupa:
a.  mengabulkan    permohonan    Wajib    Pajak    dengan    membetulkan

kesalahan   atau   kekeliruan   yang   dapat   berupa   menambahkan,
mengurangkan,  atau  menghapuskan  jumlah  Pajak  yang  terutang,
maupun  sanksi  administratif berupa  bunga,  denda,  dan  kenaikan
Pajak; atau

b.  membatalkan  STPD  atau  membatalkan  hasil  Pemeriksaan  maupun
ketetapan  Pajak  yang  dilaksanakan  atau  diterbitkan  tidak  sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan

c.  menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB rml
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 93

(1)    Atas   kelebihan   pembayaran   Pajak,   Wajib   Pajak  dapat   mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)    Permohonan    pengembalian    kelebihan    pembayaran    Pajak    Daerah
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   diajukan   dengan   ketentuan
sebagai berikut:
a.   ditandatangani oleh wajib pajak;
b.   dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus

dilampiri dengan Surat Kuasa bermeterai cukup;



c.   diajukan  secara  tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia  disertal  alasan
yangjelas; dan

d.   dilampiri   fotokopi  ketetapan  pajak  dan   SSPD  yang  dimohonkan
kelebihan pembayaran.

(3)    Bupati    atau    Pejabat    yang    ditunjuk    melakukan    penelitian    atau
penghitungan  kembali  atas  perrnohonan  kelebihan  pembayaran  Pajak
Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(4)    Hasil  penelitian  atau   penghitungan  kembali  sebagainana  dimaksud
pada ayat (3) digunakan sebagai dasar memberi keputusan.

(5)    Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama  12
(dua    belas)    bulan    sejak    diterimanya    permohonan    pengembahan
kelebihan  pembayaran  Pajak   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
harus memberikan keputusan.

(6)    Apabila  jangka   waktu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (5)   telah
dilampaui  dan  Bupati  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  tidak  memberikan
suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Daerah
dianggap   dikabulkan   dan   SKPDLB   harus   diterbitkan   dalam  jangka
waktu paling lama 1  (satu) bulan.

(7)    Apabila   wajib   pajak   mempunyai   utang   Pajak   lainnya,    kelebihan
pembayaran   Pal.ak   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.

(8)    Jika wajib pajak untuk periode atau masa pajak berikutnya masih ada
kewajiban    yang    belum    terpenuhi/dibayal.,    kelebihan    pembayaran
sebagaimana   dima.ksud   pada   ayat   (7)   akan   diperhitungkan   untuk
membayar kewajiban Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

(9)    LJika wajib pajak tidak mempunyai utang atau kewajiban  pajak periode
berikutnya,  pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak  sebagainana
dimaksud  pada  ayat  (7)  dilakukan  dalam jangka waktu  paling lama  2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(10)  Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
2  (dua)  bulan,  Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan
bunga    sebesar    0,6%    (nol    koma    enam    persen)    perbulan    atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XXIII
PEMBINAAN,  PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 94

(1)    Bapenda melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atau uji
petik  dan  berkoordinasi  dengan  Perangkat  Daerah  yang  terkait  serta
Instansi lain untuk melakukan penegakan peraturan perpajakan daerah.

(2)    Pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  atau  uji  petik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang di tunjuk oleh Bupati.

BAB XXIV
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 95

(1)    Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau
tidak  menyampaikan,  sehingga  merugikan  Keuangan  Daerah  dipidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



(2)    Wajib  Pajak  yang  dengan  sengaja  mengisi  SPTPD  dengan  tidak  benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau
tidak  menyampaikan,  sehingga  merugikan  Keuangan  Daerah,  dipidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  Daerah  tidak  dapat  dituntut  apabila
telah  melampaui  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  saat  Pajak
terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau
Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 97

Dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  memenuhi  kewajiban  di  bidang  perpajakan
Daerah  dan  Retribusi,  Wajib  Pajak  dikenakan  sanksi  administratif  berupa
bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak.

Pasal 98

(1)    Wajib   Pajak   yang   tidak   melaksanakan   kewajiban   pelaporan   SPI`PD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)  dapat dikenakan sanksi
administratif berupa denda.

(2)    Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah sebesar:
a.   Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp25.000,00  (dua puluh lima ribu

rupiah) untuk setiap SPTPD; dan
b.   Wajib  Pajak  badan  sebesar  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah)

untuk setiap SFTPD.
(3)    Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak   dikenakan  jika  Wajib   Pajak   mengalami   keadaan   kahar   oforc`e
mdyeui.el.

BAB XAV
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 99

(1)    Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak
dengan,
a.   Pemerintah;
b.   Pemerintah Daerah lain; dan/atau
c.    pihak ketiga.

(2)    Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.   pertukaran    dan/atau    pemanfaatan    data    dan/atau    informasi

perpajakan,  perizinan,  serta data dan/atau informasi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.   pengawasan    Wajib    Pajak    bersama    sesual    dengan    ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

c.   pemanfaatan program  atau kegiatan  peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;



d.   pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
e.   peningkatan  pengetahuan  dan  kemampuan  aparatur  atau  sunber

daya manusia di bidang perpajakan;
f.    penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dari
9.   kegiatan  lainnya yang dipandang perlu untuk  dilaksanakan  dengan

didasarkan  pada  pertimbangan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan
publik serta saling menguntungkan.

(3)    Kerja   sama   yang   dapat   dilaksanakan   bersama   dengan   Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b meliputi bentuk kelja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

(4)    Kerja  sama  yang  dapat  dilaksanakan  bersama  dengan  pihak  ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal  100

(1)    Pemerintah Daerah dapat:
a.   mengajukan   penawaran   kerja   sama   kepada   pihak   yang   dituju

sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 99 ayat (1); dan
b.   menerima penawaran kelja sama dari pihak sebagaimana dimaksud

dalaln Pasal  101  ayat (1).
(2)    Kerja sama sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  99  ayat  (2)  dituangkan

dalaln   dokumen   perjanjian   kerja   salna   atau   dokumen   lain   yang
disepakati para pihak.

(3)    Khusus  untuk  bentuk kerja  sama  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal
99  ayat  (2)  huruf  a,  dokumen  perjanjian  kelja  sama  ditetapkan  oleh
Bupati bersama mitra keria sama.

(4)    Dokumen  peljanjian  kelja  sama  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (3)
paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
a.   subjek kerja sama;
b.   maksud dan tujuan;
c.    ruang lingkup;
d.   hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
e.   jangka waktu per].anjian;
f.    sumber pembiayaan;
9.    penyelesaian perselisihan;
h.   sanksi;
i.     korespondensi; dan
j.    perubahan.

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/atau Informasi

Elektronik dalaln Pemungutan Pajak

Pasal  101

(1)    Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat
meminta data dan/atau inforrnasi kepada pelaku usaha penyedia sarana
komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

(2)    Data  dan/atau  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa
data  dan/atau  informasi  yang  berkaitan  dengan  orang  pribadi  atau
Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.



BAB -I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  103

Pada saat  Peraturan  Bupati ini mulai berlaku  Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor  74  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak
Hiburan   (Berita  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun   2019   Nomor   74),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kabupaten  Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
padatanggal   §      Out`:   ao®e`
BUPATI KUBU RAYA~hi
SUJIWO

Paraf   Koordl n,®i
Sekretaris  Da®rah

A§isten Administn3i umum \_-`
I{opala Ball.n Hukum t

Diundangkan di Sungal Raya
•..a....Sm'..a¢£FT.....

DAERAII KA13UPATEN KUBU RAYA

KABupATEN KUBu RAyA TAHUN .e9.9j:. NOMOR ..3.i.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR     S2     TAHUN2025
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

A.       FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN NPWPD

©           J,Supa:,ATE:;:fR

lNTAH KABUPATEN KUBU RAYAPENDAPATANDAERAH61)722744Fax.(0561)734026KodePos 78391

SUNGAI RAYA

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
l{epada

Yth.  Badan Pendapatan Daerah
Nomor pendaftaran       .                                                                                                                                  Kab. Kubu Raya

di- SuTigai  Raya
Pe,hatian :
1.     Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dengan hurufcetak.
2.     Setelah diisi,  stemple dan ditanda tangani,  harap diserahkan Kepada Badan Pendapafan Daerah Kabupaten Kubu Raya

3.   :;r::ap:dd;a+Hp°at:i::oBfaAkpEAy:::6dts:::a`ka#.
A.    DllsloLEH WAJIB PAJAK

Keterangan mengenal Badan Ucaha
1      NamaBadan usaha2.AlamatKantorrusaha3NHdh

4      N             KTPINPVVP

5.    Alamat Tempat usaha

Keterangan Wajib Pajak/Penanggu ng Jawab

1.    Alamat Kantorrusaha2Jabatan/Pekeriaan3.AlamatTempatTinggal4Suratlzinyangdimilki

-           Suratlzin    ...                                     ..          No„     ,                                                                   ....     Tgl

-            Suratlzin,..,.„.                                     .             No.  .   ....                                                                          ......    TgI,          .

5.     Izinusaha

a.    KETERANGAN TENTANG 0BJEK PAJAK

I PBJT Jasa perhotelanIPBJTMakandan/atau MinumanE]:::::::::::::,andanH,buran
E]   ::rkiaaT:hISarangBurung walctI.

HMineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                      I.„

. . ... "20   .. .       .

Pendaftar                                                                                             Waji b pajak

Nana Jelas                                                                                       Nana Jelas

TandaTangan     :                                                                                      TandaTangan     .

DllsI OLEH PETUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH

DiterimaN

NIPTandaTangan     :  „

.   ......gunting  disinl........

TANDA TERIMA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

No  Formulir

Yang  menerima,(.."....                            ...     .)Nama Jelas
Alamat

NIP.



8.       FORMAT NOMOR POKOK WALJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

Tampak Depan

;' `rD,ti    pErAE:iNNTSEHNrABp:pT?ff:AKEuiuHRAyA

NPWP

Tampak Belakang

PERHATIAN
l{artu  ini  harap  disimpan  balk-baik  dan  apabita  hilang
agar segera melapor ke Bapenda Kabupaten Kul.u F{aya
NPWPD   agar   dicantumkan    dalam    hal    berhubungan
dengan   dokumen   perpajakan   daerah   di    ]ingkuligan
Kabupaten Kubu Raya
Dalam  hal ada perubahan data atau Wajib Pajak hendak
mengajukan   penghapusan   NPWPD,   agar   melaporkan
dirt ke Bapenda Kabupaten Kubu Raya



C.       FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

PEMERINTAH  KABuPATEN KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)
Nomor

Sesuai dengan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB, dengan ini menerangkan
bahwa:

1.  Nama Wajib Pajak

2. Alamat

3.  NPWPD

4.  NIK

5.  NOPD

Jenis Pajak
6. Nama Objek/Usaha
7. Alamat

telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak ....................... dan merniliki
kewajiban perpajakan daerah antara lain :
a.  untuk jenis  pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan  sendiri  (Pri.ristp Se!/

Assesment)  Wajib  Pajak  melakukan  perhitungan,  pembayaran  dan  pelaporan
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPI`PD) sendiri sesual peraturan perpajakan
yang berlaku.

b.  untuk  jenis   pajak   yang   dipungut   berdasarkan   penetapan   (Prf7.isrp   O//ict.az
Assesment) , Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang
dengan  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPD)  berdasarka]i  Nota
Pengantar Perhitungan atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai peraturan
perpaj.akan yang berlaku.

Selain   kewajiban   perpajakan   daerah   diatas,   Wajib   Pajak  juga   memiliki   hak
perpajakan   sesuai   peraturan   perundang-undangan   dibidang   perpajakan   yang
berlaku.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



D.      FORMAT SURAT IMBAUAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan  Supadio, Telepon  (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Lanpiran
Perihal      : Imbauan pendaftaran

Wajib Pajak

Sungai  Raya ,.............,,,.,,.....

Kepada Yth ...................

di

Berdasarkan  data  pada  administrasi  kami,  Saudara  telah  memenuhi  syarat
subjektif  dan   objektif  sebagal   seorang  Wajib   Pajak   seperti  yang  diatur  dalam
peraturan   perundang-undangan   perpajakan   daerah.    Sehubungan   dengan   hal
tersebut,   kami   menghimbau   Saudara  untuk  melaksanakan  kewajiban   Saudara
dengan mendaftarkan diri pada kantor kami untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib
Pajak  Daerah  (NPWPD).  Dengan  mendaftarkan  diri  dan  membayar  pajak  daerah,
Saudara  turut  berpartisipasi   dalam  pembangunan   daerah   melalui  pembiayaan
penyediaan  sarana dan prasarana yang dibutuhkan,  sehingga akan meningkatkan
kegiatan ekonomi daerah, kesempatan berusaha dan membuka lapangan kelja, serta
tersedianya sarana pendidikan dan kesehatan.

Respon Saudara kami tunggu dalaln jangka waktu  14 (empat belas) hari sejak
surat ini diterima untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah   (NPWPD).   Bersama   surat   ini   kami   lampirkan   daftar  persyaratan   yang
diperlukan   untuk   melakukan   proses   pendaftaran   serta   formulir   yang   harus
dilengkapi.   Dalam  hal  Saudara  membutuhkan  penjelasan  lebih  lanjut,   silakan
menghubungi kami atau datang ke kantor kami untuk konsultasi pada hari dan jam
kerja. Apabila dalaln jangka waktu di atas Saudara belum memberikan respon, maka
akan ditindaklanjuti sesual ketentuan yang ada.

Demikian  diinformasikan,  atas  perhatian  dan  kerjasama  Saudara  diucapkan
terima kasih. Semoga usaha Saudara semakin maju dan berkembang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP-



E.       F`ORMAT STIKER PERINGATAN
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F.       FORMAT KEPUTUSAN PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman. bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR

TENTIENci
PENERBITAN NOMOR POKOK WAiJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

SECARA LJABATAN

Menimbang

Men8in8at

KEPAIA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

bahwa berdasarkan basil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan
dalam             Laporan             H asil             Pemeriksaan             (LHP)
nomor ....... tanggal .......... terhadap Potensi Wajib Pajak Bani yang
telah memenuhi persyaratan subjelctif dan objekeif sesual dengan
peraturan    perundang-undangan    perpajakan    daerah,    perlu
menetapkan  keputusan  penerbitan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak
Daerah (NPWPD) secara jabatan;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak   dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor ......... Tahun ...... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PB`JT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan          : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PENERBITAN  NOMOR POKOK WAJIB  PAJAK  DAERAH  (NPWPD)
SECARA JABATAN.

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Memberikan  keputusan  penerbitan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak
Daerah     (NPWPD)     secara    jabatan     terhadap    Wajib     Pajak
sebagaimna tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan
Pendapatan   Daerah  ini,  yang  merupal{an  bagian  yang  tidak
terpisahkan  dari  Keputusan  Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah
inl.

Sesual diktum PERTAMA, terhadap Wajib Pajak diterbitkari Surat
Keterangarl Terdaftar (SKT)  dan Kartu NPWPD dan disalnpaikan
secara  langsung  atau  disampalkan  melalui  pos  dengan  bukti
pengiriman  surat,  atau jasa  pengiriman  lainnya  dengan  bukti
pengiriman.
Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlarfu.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan Daerah ini mulal berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

7.

ty



G.      FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWPD

Lampiran:  1 berkas
Perihal    :   Penghapusan NPWPD

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIK
Alamat
Nomor Telepon

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah
di
SEI RAYA

sebagai Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *), atas:
1.  NPWPD
2. Nama Wajib Pajak
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah
5. Penanggung Jawab

menyatakan  tidak  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesual
dengan
ketentuan   perundang-undangan   perpajakan   daerah   untuk   ditetapkan
sebagal
Wajib Pajak dengan alasan:

Wajib Pajak telah meninggal dunia.

Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama.
Wajib Pajak telah menghentikan usahanya.
Wajib Pajak Badan telah dibubarkan.
Alasan lain

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

viajib Pajak / Wakil /
Kuasa Wajib Pajalc *)

*) coret yang tidak perlu



H.      FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.........

TENTENci
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca

Menimbang

Men8ingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nana Wajib Pajak/
kua§a      Wajib      Pajak      *)

tanggal  .....................    atas  NPWPD  nomor

yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
tanggal     ......,     perlu     diterbitkan

keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;

bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagalmana dituangkan
dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Penghapusan  NPWPD

tanggal........perlu
menetapkan keputusan penghapusan NPWPD  atas permohonan
penghapusan NPWPD dimaksud;

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor ......... Tahun ...... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN  KEPAIA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PENGHAPUSAN     NOMOR     POKOK    WAJIB     PAJAK    DAERAH
(NPWPD).

: Mengabulkan/ Mcriclal:*) atas permohonan penghapusan NPWPD
untuk:

1.  NPWPD
2. Wajib Pajak
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

Penghapusan   NPWPD   sebagaimana   dimaksud   dalam   diktum
PEFrIAMA   hanya   ditujukan   untuk   kepentingan   administrasi
perpajakan   daerah   semata   tanpa   menghilangkan   kewajiban
perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak.
Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut  akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.
Keputusan Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan  Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR........."

TENTANci
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH ,

Membaca

Menimbang

Men8ingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEBMPAT

surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nana Wajib Pajak/
kuasa      Wajib      Pajak      *)

tanggal  ..........   atas NPWPD nomor
yang diterima berdasarkan tanda terima nomor

tanggal      ................,      perlu     diterbitkan
keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;

: bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagalmana dituanglran
dalarn  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Penghapusan  NPWPD
nomor  ..............   tanggal  .............   perlu menetapkan keputusan
penghapusan  NPWPD  atas  permohonan  penghapusan  NPWPD
dimaksud;

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahuri
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MBMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DABRAH TENTANG
PENGHAPUSAN     NOMOR     POKOK    WAJIB     PAJAK     DAERAH
(NPWPD).

: Mongnbullrm/ Menolck I) atas pelmohonan penghapu8an NPWPD
untuk:
1.  NPWPD
2. Wajib Pajak
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerch

Sesual dengan diktum  PERTAMA,  Wajib Pajak tetap  dinyatakan
sebagal Wajib

Penolakan sebagaimana diktum PERTAMA disebabkan:
Wajib   Pajak  masih  memenuhi  persyaratan   subjektif  dan
objektif sebagai Wajib Pajak.
Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif   sebagal   Wajib   Pajak,   tetapi   Wajib   Pajak   masih
memiliki utang pajak atau Wajib Pajak masih memiliki proses
administrasi dan/ atau proses hukum.

: Dalam  hal  penolakan  disebabkan  terdapat  utang  pajak  atau
proses administrasi dan/atau proses hukum, Wajib Pajak dapat
mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD  setelah
melunasi  utang  pajak  atau  menyelesalkan  proses  administrasi
dan/ atau proses hukum. H



KELIMA       : Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala    Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut  akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.

KEENAM     : Keputusan Kepala Badan pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



J.       F`ORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD SBCARA JABATAN

PEMERINTAH  RABUPATEN  KUBu  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPAIA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR

TENTANG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

SECARA JABATAN

Menimbang

Men8in8at

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan
dalam             Laporan             Hasil             Pemeriksaan             (LHP)
nomor ....... tanggal .......... terhadap  data Wajib  Pajak yarig  sudah
tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib
Pajak, perlu menetapkan keputusan penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor   13  Tahuri
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan   Bupati   Kubu   Raya   Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak PB`JT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan          :  KEPUTUSAN  KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PENGHAPUSAN     NOMOR     POKOK    WAJIB     PAJAK    DAERAH
(NPWPD)  SECARA JABATAN.

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Memberikan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah     (NPWPD)     secara    jabatan    terhadap    Wajib    Pajak
sebagaimana   tercantum   dalam   Lampiran   Keputusan   Kepala
Badan  Pendapatan  Daerah  ini,  yang  merupakan  bagian  yang
tidak  terpisahkan  dari  Keputusan  Kepala  Badan  Pendapatan
Daerah ini.

Penghapusan   NPWPD   sebagalmana  dimaksud   dalam   diktum
PERTAMA   hanya   ditujukan   untuk   kepentingan   administrasi
perpajakan   daerah   semata   tanpa   menghilangkan   kewajiban
pelpajakan   yang   harus   dilakukan   oleh   Wajib   Pajak   yang
bersangkutan.
Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekelir`ran   tersebut   akan   dibetulkan   sesual   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badan Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



K. F`ORMAT FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SFTPD)
PBJT ATAS P`IAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

No. SPTPD

hhapajak

TinPaak
Jchg P-tomN-

PENI.RIN[AII KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAII
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SUNGAI RAYA
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L. FORMAT FORMULIR SURAT PBMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PBJT ATAS JASA PERHOTELAN

pEhmRINTAH KABupATEN KUBu RAyA

BADAN PENDAPATAN DAERAII
JL Sxpads Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 734026 Kode Pos 78391

SUNGAI RAYA

SURAT PEMBERITAIIUAN PAJAK DAEARAII (SPTPI))
pA.AK BARANG I]AN -ASA TERTEr`ITu rp87n

JASA PEREOTELAN
Qwh Kal`Hrfu Kuhi Raja Nomor I 3 Talin 2023)
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M. FORMAT FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PBJT ATAS JASA PARKIR

PERERRTAII KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAII
J[. S]Ipadio Teb. (0561) 722744 Fax. (0561) 734026 Knde Pos 78391

SIINGAI RAYA

SURAT PEMBERITAIIUAN PAJAK I)AEARAH (SPTPD)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 0RITt

iASA pARrm
(Pcfo Kalxpiha Kiih] Raya Nmor I 3 Thhn 2023)

RE. srmD

Tfro piBch

hfro Pat
Jcri Pcmohom
NI-

I miiim

Kfp.dr i
Ytb. K€pL B.dan Pod.plt]D Ib.hh
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N. FORMAT FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAII (SPTPD)
PB`JT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

pEhmn`mAII K^BupATEN Kunu RAy^

BADAN PENI)APATAN DAERAH
JI Sipdin Tdy` (0561 ) 722744 Fax (0561) 734026 Kods Pos 78391

suml RAy^

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAEARAH ¢PTPD)

PATAK BARANG DAN -ASA TERTEr`ITu (pBin

JASA RESENIAN DAN FHBURAN
(Ptrd Krtya] Eta RgI Nomo[ 13 Tal]ili 2o2 3)

ND sore

hha Pgiv

Tinlno*

JinlP-
-1}

I    PenDDt-Bgg     |m_mdim
Pchfro  :

I . Ham diiai dlm Rgdr 3 (tig]) © mcaaL

2.Sddddilai,daqBdnditndtlrm,bxpdac"aDIq-a.a.dal]f`mrEErtylhErd

Eh Kiho RDo J]  SopedLo Hotlin RAPEDD^0816J9006445 Paling LeDbd padatapEgal 15 sctiap u_

).Bd]tndv[]daKrfu  I  )gngdi-edin

4.End-Libi4,paDtzzhaspTPD,Ai-.Dhi8-h~)ngtuldr
A IDENTmB w^iiB p^I^K

Kqudl =

YtL Kcpl. Bidll I.Id=panl) lhenb

RA Klh Brty.

dl - Sul tt.„

I-Nqlp-F-
2.AlmdTtrtyTiinggrl

3-Pch-
4.No`»-
5. Nt- KTP

6. N- Eirfu ; b4dr usdr

7 . Alam Rand / U nl-

8_ Nomor dmTII]EfaL SlnJ / SnJP

I . ,al a rdt-
2. IIPF (dr bth / scm
3  Juiriah Tdnp dDdol/aan I]drm

4. KdEaH lfln-I-fl

rtm^B IER117Al. op)
I-PAIAI

q"
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0.      FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPTPD

Kepada:
Yth.   Kepala Badan Pendapatan Daerah

Lampiran :                                                                 Kabupaten Kubu Raya
Perihal      : Perpanjangan                                       di

Penyampalan s p'I`PD                                Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIK

Alamat
Nomor Telepon
sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *), atas:
1.  NPWPD
2. Nana Wajib Pajak   :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
5. Penanggung Jawab :
mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPI`PD untuk Masa Pajak

dengan alasan

Demikian disampalkan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)-
*) coret yang tidak perlu



P.       FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPTPD

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBu RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Lanpiran
Perihal      : Pemberitahuan perpanjangan

Penyanpaian SPTPD

Sungal Raya ,......

Kepada Yth .....

di

Sehubungan   dengan   surat   Saudara   nomor
yang  diterima  berdasarkan  tanda  terima nomor

tanggal
tanggal

bersalna ini disampaikan bahwa permohonan perpanjangan
penyampaian SPTPD untuk:
I.    NPWPD

2.   Nana wajib pajak
3.   Alamat Wajib Pajak
4.   Jenis Pajak Daerah telah

disetujui dengan batas akhir penyampaian SP'I`PD Masa Pajak ........  diperpanjang
sampai  dengan  tanggal Terhadap pajak yang kurang dibayar
akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar  1% (satu persen) per
bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran yang seharusnya sebelum adanya
persetujuan   perpanjangan   penyanipaian   SPTPD   ini   sampal   dengan   tanggal
pembayaran.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Q

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



Q.      FORMAT SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN SPTPD

PEMERINTAH  RABUPATEN  KUBu RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT TBGURAN

Menurut data kami, Saudara. belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah      (SPI`PD)      untuk     nasa     pajak ......... tahun ........... yang     batas     waktu
penyampaiannya adalah tanggal ................

Surat Pemberitahuan tersebut harus disampaikan  selambat-lambatnya dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Teguran ini.

Untuk menghindari dari pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak
yang akan memberatkan Saudara, maka diminta agar Saudara menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam jangka waktu tersebut diatas.

Sungai  Raya ,..................,,..

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,              rf

NIP.
H



R.       FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio,  Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

PEMERINTAHKABUPATENKUBU RAYA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
No.  Kohir  :

(SKPD)

Masa     :
Tahun     :

Nana
Nama Badan Hukum
A lamat
NPWPD
No.  Bayar
Tgl. Jatuh Tempo

NO Kode Rekening Jenis Pajak Daerah Jum'ah

Jumlah  Ketetapan  Pokok Pajak
Jumlahsanksi:        a.Bunga

b.  Kenaikan

Jumlah

Dengan huruf :

PERHATIAN

1. Pembayaran dilakukan sec3ra  langsung ke  Bank  Kalbar No.  Rek:  115 0100123  an.  KAS  UMUM  DAERAH  KAB.  KUBU  RAYA.

2. Apabila SKPD  ini tidak atau  kurang  bayar lewat waktu  paling  lama  30 hari  sejak SKPD  ini diterima dikenakan  sanksi Administrasi  berupa

denda  sebesar  1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan  Pajak Daerah).

Sungai  Raya,.....„...........„„....

An.  Bupati  KUBU  RAYA

Kepala  Badan  Pendapatan  DaerahPajakbukanmerupakanlegalitasijin



S.       FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

i
PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH
Jalan Supadio. Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

PEMERINTAHKABUPATENKUBU RAYA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
No.  Kohir  :KURANG BAYAR

(SKPDKB)

Masa     :
Tahun     .

Nama
Nana Badan Hukum
Alamat
NPWPD
NO.  Bayar
Tgl. Jatuh Tempo

No Kode Rekening Jenis Pajak Daerah Jumlah

Jumlah Ketetapan  Pokok Pajak
Jumlahsanksi:        a.  Bunga

b.  Kenaikan

Jumlah

Dengan huruf :

PERHATIAN

1.  Pembayaran  dilakukan  secara  langsung  ke  Bank  Kalbar  No.  Rek:  115 0100123  an.  KAS  UMUM  DAERAH  KAB.  KUBU  RAYA.

2.  Apabila  SKPD  ini tidak  atau  kurang  baya r lewat waktu  paling  lama 30  hal.i sejak  SKPD ini  diterima  dikenakan  sankei Administrasi  berupa

denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan  menerbitkan STPD (Surat Tagihan  Pal.ak Daerah).

Sungai  Raya,..................

An.  Bupati  KUBU  RAYA

Kepala  Badan  Pendapatan  DaerahPaiakbukanmerupakonlegalltosljln



T.       FORMAT   SURAT   KETETAPAN   PAJAK  DAERAH   KURANG   BAYAR  TAMBAHAN
(SKPDKBT)

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561 )723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

PEMERINTAHRABUPATENKUBU RAYA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
No.  Kohir :KURANG BAYAR TAMBAHAN

(SKPDKBT)

Masa     :
Tahun      :

Nama
Nama Badan Hukum
AIamat
NPWPD
No.  Bayar
Tgl. Jatuh Tempo

No Kode Reken(ng Jenis Pajak Daerah Jumlah

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlahsanksi:        a.  Bunga

b.  Kenaikan

Jumlah

Dengan huruf :

PERHATIAN

1.  Pembayaran dilakukan secara  langsung ke  Bank Kalbar  No.  Rek:  115  0100123  an.  KAS  UMUM  DAERAH  KAB.  KUBU  RAYA.

2.Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu  paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa

denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan  menerbitkan 5TPD (Surat Tagihan  Pajak Daerah).

Sungai  Raya,..............

An.  Bupati  KUBU  RAYA

Kepala  Badan  Pendapatan  DaerahPajakbukanmerupakanlegalitasijin



U.       FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH
Jalan  Supadio, Telepon  (0561) 722744,  Faksimile  (0561 )723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

PEMERINTAHKABuPATENKUBU RAYA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
No.  Kohir :LEBIH BAYAR

(SKPDLB)

Masa     :
Tahun      :

Nama
Nana Badan Hukum
AIamat
NPWPD
No.  Bayar
Tgl. Jatuh Tempo

No Kode Rekening Jenis Pajak Daerah Jumlah

Jumlah  Ketetapan  Pokok Pajak
Jumlahsanksi:        a.  Bunga

b.  Kenaikan

Jumlah

Dengan huruf :

PERHATIAN

1.  Pembayaran  dilakukan  secara  langsung ke  Bank Kalbar No,  Rek:  115 0100123  an.  KAS  UMUM  DAERAH  KAB.  KUBu  RAyA

2.Ap abila  SKPD ini  tidak atau  kurang  bayar  lewat waktu  paling lama  30  hari  sejak SKPD  ini  diterima dikenakan  sanksi Administrasi  berupa

denda sebesar 1% (satu  persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan  Pajak Daerah).

Sungai  Raya,...„......„..........„.

An.  Bupati  KUBU  RAYA

Kepala  Badan  Pendapatan  DaerahPajakbukanmerupakanlegalita5ijin



V.       FORMAT SURAT KETRTAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio,  Telepon  (0561) 722744,  Faksimile (0561 )723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

PEMERINTAHKABUPATENKUBU RAYA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
No.  Kohir  :

NIHIL

(SKPDN)

Masa     :
Tahun      :

Nama
Nana Badan Hukum
A lamat
NPWPD
No.  Bayar
Tgl. Jatuh Tempo

No l{ode Rekening Jenis Pajak Daerah Jum'ah

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlahsanksi:       a.  Bunga

b.  Kenaikan

Jumlah NIHIL

Dengan huruf :

PERHATIAN

1,  Pembayaran  dHakukan  secara  langsung  ke  Bank  Kalbdr No.  Rek:  115  0100123  an.  KAS UMUM  DAERAH  KAB.  KUBU  RAyA.

2.  Apabila SKPD ini tidak atau  kurang  baya r lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa

denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan  Pajak Daerah).

Sungai  Raya, ... ....

An.  Bupati  KUBU  RAYA

Kepala  Badan  Pendapatan  DaerahPajakbukanmerupakl]nlegalitclsijin



W.      FORMAT SURAT SFTORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

"¥9  J:,:nMgEUA::#gEFp:::p6P?;T:!E2N:£KA:E;#7Asoo26 SURAT SETORAN PAJAK DAERAII

A1

Bulan :
Tahun:Kode Pos 78391

Nama
NamaBadan Hukum    :
Alanat
NPWPD
Menyetor Berdasarkan
NO. Bayar

No Kode Rekening Rincian Jumlah

Denda

No. HP                                                                                        Jumlah

Derigcin Ht/"/   I                                                                                                                                    I

Kepada Yth: Ruang untuk tercap Kas Register / Tanda
Direktur Utama Bank Kalbar /  Kepala Kantor Tangan   /   Cap   BKP   /   Pejabat  Bank   /
Giro Pos, agar menerima penyetorari ke Pejabat Kantor Giro Pos
Bank rmbar
No.  rek  :  115  0100123
An.  KAS UMUM DAERAH KAB.  KUBU RAYA

t



X.       FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

i

I.   TELAH   DIIAKUKAN   PENELITIAN   /   PEMERIKSAAN   /    PEMERIKSAAN    ULANG   /   PBMERIKSAAN

PERMULAAN *| ATAS   PELAKSANAAN  KBWAJIBAN  PAJAK     TERHADAP:

1.    NAMA WALJIB  PAJAK

2.   AIAMAT WAJIB  PAVAK

3.   NPWPD

11.   DARI  PENELITIAN   /   PEMERIKSAAN   /   PEMERIKSAAN  ULANG   /   PEMERIKSAAN  13URTI  PBRMUIAAN  *)

TERSEBUT DI ATAS,   JUMIAH  YANG  HARUS DIBAYAR ADAIAH  SEBAGAI 13ER]KUT:

NO. URAIAN JUMun     -
I.I POKOK PAiJAK YANG HARUS DIBAYAR !Rp

2. KOMPENSAsi I,AjAK ,  pAj,K yriiG SUDAH DIBAyAI *, Rp
3. PAJAK YANG HARUS  DIBAYAR

'Rp

4.II5. SAM KSI  AI)MI NISTRASI

A TIDAK  MELAKSANAKAN  PEIAPORAN  SPTPD  UNTUK WAIIB Rp
PAJAK ORANG  PRIBADI  (Rp25.000,00/SETIAP SFTPD)TIDAKMELAKSANAKANPBLAF.ORANsprpDUNTUKwAj[B    1

a Rp
pAjAK BADAN  (Rp5o.OOO,00/smiAp SFTPD)

ic
KEKURANGAN  PAJAK YANG TERUTANG TANG TIDAK  AFAU Rp
KURANG  DIBAYAR   (BUNGA  10/a/BUIAN)

D HASIL     PENELITIAN      SFTPD     TERDAPAT      KEKURANlilN Rp1
PEMBA¥ARAN AKIBAT SALAII TULIS,  SALAH HITUNG, ATAU
KESALAHAN  ADMINISTRAT]F  (BUNGA  I %/BUIAN)

E UNTUK SKPDKB YANG TIDAK ATAU  KURANG BAyAR §EFEIAH Rp
jATirH TEMro pEMBAyARAN (BUNGA o.6%)

F uTfrTUK     sKPDKBI`    TANG    TIDAK    ATAu     KURANG    BAyAR Rp
sEIEiAII jATUH TEMro pEr\mAyARAN (BUNGA o.6%)

G UNTUK    sK.     pBMBEruiAN,     sK.     KEBERATAN,     puTusALN Rp
BANDING TANG TIDAK ATAu KURANG BAyAR sBrEiAEi UATUH
TEMPO pBneAyARAN (BUNGA 0.6%)

lH DAIAM    HAL   KEBERATAN   DIKABULKAN    SEBAGIAN   ATAU Rp
sBLURUHNyA,         KELEBIHAN         pEz\mAyARAN         pAjAK
DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN  (BUNGA 0,6%)

I DALAM    HAL    KEBERATAN    DITOLAK   ATAU    DIKABULKAN Rp
SEBAGIAN  (DENDA 30%)

J DAIAM     HAL    BANDING     DIKABUI,KAN     SEBAGIAN     ATAU 'Rp

SELURUHNYA,          KELEBIIIAN          PEMBAYARAN          PAJAK
DIKEMBALIKAN DITAMBAII IMBALAN q3UNGA 0,6%)

K DAIAM    HAL    BANDING     DITOLAK    ATAU    DIKABUL-EN Rp
SEBAGIAN    (DENDA 60%)

1L • UNTUK              PEMBAYARAN              ANGSURAN/ PENUNDAANPEMBAYARANPAJAK(BUNGA0,6%) Rp

JUMLAH YANG  MASIH  IIARUS  DIBAYAR                                                               Rp

TERBIIENG     :

Ill.   JATUH TEMPO PBMBAyARAN

IV.   PEMBAYARAN DILAKUKAN DI

SDI  RAYA ,......

KEPALA BADAN  PENDAPATAN DAERAH

Eq3RHATIJEN

1.   PEMBAyARAN  TANG  DIIAKUKAN  MELEWATI  TANGGAL JATUH  TEMPO  DI  ATAS  AKAN  DIKENAKAN
SANKSI  ADMINISTRASI     BERUPA   BUNGA   1%   PER   BULAN   DARI   JUMLAH   PAJAK  YANG   HARUS
DIBAYAR.

2.   PEMBAyARAN  IN]  SAH JIKA  DIBUBUHI TERAAN VALIDASI  BANK ATAU TEMPAT LAIN  YANG  DITUNJUK.

3.   APABILA   SAMPAI   BATAS   WAIITU   PENGAIUAN   KEBERATAN   (3   BUIAN)   WAJIB   PAJAK   TIDAK
MENGAUUKAN KEBERATAN,  JUMLAII YANG  MASIIi HARUS DIBAYAR SEBAGA]MANA TERSEBUT DI
ATAS  AKAN



Y. FORMAT   SURAT   PERMOHONAN   MENGANGSUR/MENUNDA*)   PEMBAYARAN
PAJAK

Nomor        :
Si fat            .
Lampiran
Hal

Kepada:
Yth.  Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di     SEIRAYA

Permohonan Mengangsur/
Menunda *) Pembayaran Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIK
Alamat
Pekerjaan/jabatan
dalam hal ini bertindak sebagal:I
Ej wakil                   EKuasa             dariwa]ibpajak:

Wajib Pajak

Nana
NIK
Alamat

E]nys:¥DanmasihmE]p=Kypen;fiangpajakberdasarkan:I SKPDKBT I SK Pembetulan
I   SK Keberatan   I  Putusan BandingE Putusan pK
sebagal berikut:

Jenis Pajak Masa/Tchun
Nomor i      Jumlah Tan88al

Ketetapan/Keputus Pajak yang Jatuh
Daerah  i              Pajak i           an/ Putusani MasihHarusDibavar TempoPemhayaran

I

I I

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk:
1.   mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp  ................... dengan ketentuan:

a.   Masa angsuran kali; dan
b.   Besamya   pembayaran   pajak   sebesar   Rp   ....................... sampal   dengan

tanggal...................

2.   menunda  pembayaran  pajak  sebesar  Rp  ................. sampai  dengan  tanggal

dikarenakan  saya  mengalami  kesulitan  likuiditas  (posisi  kas,  bank,  dan  utang
piutang  per  tanggal ................ /keadaan  diluar  kekuasaan*)  dengan  bukti  berupa
......_.....,.....(terlampir)

Memenuhi  persyaratan  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  ............. Peraturan
Bupati  Kubu  Raya  Nomor ............. Tahun ....... tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata
CLa|a Pemungutan PBJT, saya bersedia memberikan jaminan berupa:IIIII

bank garansi;
surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;

penanggung utang oleh pihak ketiga;
sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/ atau
sertifikat depo sito.

Pemohon



Z.        FORMAT  SURAT  KEPUTUSAN  PEMBERIAN  ANGSURAN  PEMBAYARAN  PAJAK
DAERAH

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan  Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

Menimbang

Men8ingat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR. . -" . .

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat permohonan angsuran pembayaran pajak, atas nana Wajib
Pajak/waldl/kuasa  Wajib  Pajak  *)   ....................   nomor  ...........
tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
...................   tanggal  .............., perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;

: bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam     Laporan     Hasil     Penelitian     Permohonan     angsuran
pembayaran  pajak  nomor tanggal

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

perlu    menetapkan   keputusan    atas   permohonan    angsuran
pembayaran pajak dimaksud;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PB`JT.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Mengabulkan,'Mer.c!ck   *)   permohonan   angsuran   pembayaran
pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajal{
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

Sesual  dengan  diktum  PERTAMA,  kepada Wajib  Pajak tersebut
ditetapkan  untuk mengansur  pembayaran  pajak yang terutang
berdasarkan              SPTPD              nasa              pajak ............. atau
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD  *)  nomor ................ sebesar  Rp
...,,.,,,..,......sebanyak.............kali.

Ketentuan     perhitungan     besarnya     angsuran     sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:



Angsuran Besamya I   JatuhTempo    I           Denda
ke Angsuran Pembayaran Administrasi

II

KEEMPAT

KELIRA

KEENAM

Denda administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 akan
ditagih dengan menggunakan STPD,

Besamya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA
dilakukan di

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulal berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



AA.   FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

Menimbang

Men8ingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR...........

TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat  permohonan  penundaan  pembayaran  pajak,  atas  nana
Wajib   Pajak/wakil/kuasa  Wajib   Pajak  *)   ..........   nomor
......... tanggal  .............. yang diterima berdasarkan  tanda terirna
nomor  ...............  tanggal  ..............,  perlu  diterbitkan  keputusan
atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;

: bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagainana  dituangkan
dalam    Laporan    Hasil    Penelitian    Permohonan    penundaan
pembayaran  pajak  nomor  .............   tanggal  .....     perlu
menetapkan      keputusan      atas      permohonan      penundaan
pembayaran pajak dimaksud;

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PB`JT.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN  PENDAPATAN DAERAII TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

: Mengabulkan,' Mer.clad:*)   perrnohonan  penundaan  pembayaran
pajak untuk:
1. Nana Wajib Pajak
2. NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

Sesuai  dengan  diktum  PERTAMA,  kepada Wajib  Pajak tersebut
diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang
terutang      berdasarkan       SPTPD      masa      pajak ............. atau
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD        *)        nomor ............. sebesar
Rp  .................. dengan ketentuan sebagal berikut:
1.  ditunda sampai dengan tanggal .............. „ ..... ; dan
2. dikenal     denda     administrasi     berupa     bunga     sebesar

Rp ............... yang ditagih dengan  STPD.

Pelunasan   pajak  yang  ditunda  pembayarannya   sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di ......................

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlafu.



KELIRA Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan Daerah ini mulal berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



88.    FORMAT       SURAT      KEPUTUSAN       PEMBERIAN       ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan  Supadio, Telepon  (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR ............ ' ' .......

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN/ PENUNDAAN *) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPAIA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

surat permohonan angsuran/penundaan pembayaran pal.ak, atas
mama  Wajib   Pajak/wakil/kuasa  Wajib   Pajak  *)   ...
nomor   ...........   tanggal    ..............   yang   diterima   berdasarkan
tanda    terima    nomor    ...................        tanggal    ..............,    perlu
diterbitkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran
pajak dimaksud;
bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam           Laporan           Hasil           Pen elitian           p ermohonan
angsuran / penundaan           p embayaran           paj ak           nomor

tanggal     ..............          perlu     menetapkan
keputusan atas permohonan permohonan angsuran/penundaan
pembayaran pajak dimaksud;

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan P13`JT.

MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN  KEPAIA BADAN  PENDAPATAN  DAERAII TENTANG

PEMBERIAN  ANGSURAN/PENUNDAAN*)   PEMBAYARAN  PAJAK
DAEFun

: Mengabulhan / Mc'nolck+) atas pamohonan ang8uran/penundaan
*) pembayaran pa:jak untuk:
1. Nana Wajib Pajal{
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

Sesual  dengan  diktum  PERTAMA,  kepada Wajib  Pajak tersebut
tetap  dibebankan  kewajiban  pembayaran  pajak daerah  dengan
jumlah pajak yang terutang dan tanggal jatuh tempo pembayaran
sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan Daerah ini mulal berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

*) disesuaikan dengan permohonan



CC.   FORMAT SURAT TEGURAN PERTAMA

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Si fat                     : Segera
Lanpiran
Hal                     : Teguran pertama

Kepada

Berdasarkan  pembukuan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya,  hingga
saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No

I            JenisIpajak 1     Tahun I,INomordan Tanggal      I)Jatuh
_IIJumlah

I          Daerah I      paJak
i     Tanggalsurat     I       Tempo       :Tunggakan(Rp)11

IIIiII

II

i

I)

ili

Terbilang

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-
Undang   Nomor   19  Tahun   1997   tentang   Penagihan   Pajak   dengan   Surat   Paksa,
sebagalma]'ia  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000,  maka
diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di
atas  melalui dalam  jangka   waktu   ............ )   hari   sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran Pertalna ini.

Dalam hal  Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas,  agar Saudara segera
melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



DD.   FORMAT SURAT TEGURAN KEDUA

PEMERINTAH RABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

Sifat                    : Segera
Lanpiran          :
Hal                     : Teguran Kedua

Setelah  kami  sampaikan  Surat  Teguran  Pertarna,  berdasarkan  pembukuan  Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai
tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No

I         JenisIPajakIDaerah
TahunPajak

iI     Nomordan TanggalIsurat
II     TanggalITempoJatuh ILnggckan (Rp).JumlahI

1

I i

II

Jumlah
Terbilang

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-
Undang   Nomor   19  Tahun   1997   tentang  Penagihan   Pajak  dengan   Surat   Paksa,
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000,  maka
diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggahan sebagaimana tersebut di
atas melalui dalarn jangka waktu ............,  hari sejak tanggal
diterimanya  Surat Teguran  Kedua ini.  Pelunasan  tunggakan juga  dapat  dilakukan
melalui petugas  kalni yang melaksanakan upaya Penagihan  Seketika dan  Sekaligus
bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera
melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya                                     Kepala Badan pendapatan Daerch    A

Kabupaten Kubu Raya,              ¢ -

NIP.



EE.    F`ORMAT SURAT TEGURAN KETIGA

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Sifat                     : Segera
Lanpiran          :
Hal                       : Teguran Ketiga

Kepada :

Setelah kami sampalkan Surat Teguran Kedua, berdasarkan pembukuan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai
tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

Terbilang

Untuk mencegah  tindakan  Penagihan  Pajak dengan  Surat Paksa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun  1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000,  maka
diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di
atas melalui dalam jangka waktu 21  (dua puluh satu) hal-i
ken.a sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Ketiga ini.  Pelunasan tunggakan juga
dapat dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika
dan Sekaligus bersarnaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas,  agar Saudara
segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Untuk  mempertegas   maksud   Surat  Teguran   Ketiga  ini,   kami   melarfukan
pemasangan stiker/ spanduk/papan *) peringatan di tempat Saudara. Saudara dilarang
melepas stiker/ spanduk/papan *) peringatan tersebut tanpa izin dari kami.

PERHATIAN
TUNGGAKAN           PAJAK          HARUS
DILUNASI  DAIAM  WAKTU  21   HARI
SBTELAII     SURAT    TEGURAN     INI.
SESUDAII             BATAS             WAKTU
TERSEBUT,  TINDAKAN  PENAGIHAN
AKAN           DIIAKUKAN           DENGAN
PENYERAIIAN SURAT PAKSA

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,             ~



FF.  FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

PEMERINTAH RABUPATEN KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan  Supadio, Telepon  (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go id

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SBKETIKA DAN SEKALIGUS
Nomor

Berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal...     ayat  ....  Peraturan
Bupati  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  _  Tahun  _  tentang  Tata  Cara
Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:
Nana Wajib Pajak/
Penanggung Pajak
NPWPD
NOPD
Alamat
untuk   melunasi   sekaligus   utang   Pajak   Daerah   sejumlah   Rp ..................... dengan
rincian sebagal berikut:

No

I       JenisPajakDaerah
Lahunipajak I      NomordanTanggalISurat

(    TanggalIJatuhITempo I           JumlahiTunggakan (Rp)i

iI

Ii

I

Terbilang:.......................

Jumlah

.......      pada     hari
.................tanggal......................melaluiPetugasJurusitaPajakkamiyangnamanya
tersebut di bawah ini:

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,                 ~

NIP.



GG.   FORMAT STIKER PERINGATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PER||`TGATAN
oBjEK pA]AK INI BnLUM / TIDAK

MnMBAyAR pA]AK DAERAH

Untuk mencegali tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,
Wajib Pajak segera melunasi tunggakan pajak daerah dalam jangka

waktu 21 hari setelah pemasangan peringatan ini

ttd
Kepala Bapenda

Kabupaten Kubu Raya

Dilarang melepas peringatan ini tanpa seizin Bapenda Kabupaten Kubu Raya



HH.   FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor
Sifat
Lampiran :
Hal             : Pengajuan Keberatan

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di

Sungai Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIK
Alamat
Pekerjaan/jabatan
Dalam hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak

WaJdl

Nama
NIK
Alamat

Kuasa dari Wajib Pajak:

!gisama ini mengajukan keberatan atas:
SKPD

SKPDLB

Nomor Surat
Tanggal Surat
Jenis Pajak Daerah
Masa/Tahun Pajak

SKPDKB
SKPDN

Alasan pengajuan keberatan adalah:

E] ;;h:ft:;Ira,pemungrtan   oleh

Berdasarkan hal tersebut diatas maka:
1.  Jumlah pajak yang terutang menurut surat

Ketetapan pajak/pemotong atau pemungut *)
2.  Jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak
3.  Jumlah yang telah dilunasi sejumlah yang telah

disetujui menurut Wajib Pajak (SSPD terlampir)

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa i)



11.       FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda kuburayakab.go id

Membaca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR. . . ' .................

TENTANG
KEBERATAN WAJIB  PAJAK ATAS ...................

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat keberatan atas nana Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak
*)   .......   nomor  ...........   tanggal   ..............  yang  diterima

berdasarkan tanda terima nomor ...................   tanggal  ..............,

perlu  diterbitkan  keputusan  atas  pengajuan  keberatan  Wajib
Pajck dimaksud;

Menimbang          : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian   sebagalmana  dituangkali
dalam  Laporan  Hasil  Penelitian  Permohonan  Pembetulan  Pajak
Daerah   nomor

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

tanggal.............perlu
menetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak dimaksud;

I. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PB`JT.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  KEPALA BADAN  PENDAPATAN DAERAH TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ......,....

Mengabulkan/Mengabulkan    sebagian/Menolak    *)    pengajuan
keberatan Wajib Pajak atas ............... untuk:
1. Nana Wajib Pajck
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

Sesuai  dengan  diktum  PERTAMA,  besar.nya  pajak  yang  masih
hanls      dibayar/lebih      bayar      *)      menjadi      sebesar      Rp

: Perhitungan  besamya  pajak  yang  masih  hams  dibayar/lebih
bayar  *)  sebagalmana  dimaksud  pada  diktum  KEDUA  adalah
sebesar:



!1

I

I

I

Pajak yang Terutang
I

Pengaturan Pengenaan /
Pengurangan Pajak *)
Pokok Pajak yang Harus

I Dibayar
Kompensasi Pajak/ Pajak
yang Sudah Dibayar
Pajak yang Harus Dibayar

I

I

Sanksi Administrasi
I

Jumlah yang Masih Hanis
i

I

Dibayar

KEEMPAT

KELIRA

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulal berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Fitde:atp±=aldi SEI RAyA                  A

KepalaBadanpendapatanDaerahrf
Kabupaten Kubu Raya,



JJ.    FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBBTULAN

Nomor
Sifat            :
Lanpiran :
Hal              : Permohonan pembetulan

atas.....

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di

Sungai Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIK
Alamat
Pekerjaan/jabatan

Dalam hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak
Wakil

Nama
NIK
Alamat

Kuasa dari Wajib Pajak:

Eg|sama ini mengajukan pembetulan atas:
SKPD

SKPDN

SK Keberatan

SK Pengurangan

Nomor Surat
Tanggal Surat
Jenis Pajak Daerah
Masa/Tahun Pajal€

I SKPDKB              I SKPDKBT
I SKPDLB             I STPD

SK Pembetulan
SK Pengurangan i
Sanksi Administrasi

SK Pembatalan
SKPIB

Permohonan   pembetulan   tersebut   diajukan   karena   teljadi   kesalahan
tulis/kesalahan   hitung/kekeliruan    penerapan    ketentuan    dalam   perundang-
undangan perpajakan daerah sebagal berikut:

No
i                     UraranI

I      s#t:u?s5£m,tLS=:at      I       Menup=kwaJlb

I

I

Demikian     permohonan     pembetulan     kami      sampaikan     untuk     dapat
dipertimbangkan,

Wajib pajak/Wakil/Kuasa *)    ?'

try



KK.    FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

PEMERINTAH RABUPATEN KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR .......... ' ' ......

TENTANG
PEMBETULAN  ATAS ......................

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat       permohonan       pembetulan       atas
Pajak/wakil/kuasa  Wajib  Pajak  *)   ...................

nana      Waj ib
nomor........-.-

tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
...  tanggal .............., perlu diterbitkan keputusan atas

permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;

Menimbang          : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam  Laporan  Hasil  Penelitian  Permohonan  Pembetulan  Pajak
Daerah   nomor

Men8in8at

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

tanggal..............perlu
menetapkan   keputusan   atas   perrnohonan   pembetulan   Wajib
Pajal{ dimaksud;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan   Bupati   Kubu   Raya   Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PB`JT.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PEMBETULAN.....

Mengabulkan    seluruhnya/Mengabulkan   sebagian,`Mer^`clal:   *)
permohonan pembetulan atas ............... untuk:
1. Nana Wajib Pajak
2.  NPWPD
3, Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

: Membetulkan   kesalahan   tulis,   kesalahan   hitung,   dan/atau
kekeliruan   penerapan   ketentuan   tertentu   dalam   peraturan
p erundang-undangan            p erpaj akan            daerah            atas

rincian pembetulan sebagai berikut:
tanggal...............dengan

INol

Uraian
Ii              semula SetelahPembetulan

I

II



KETIGA

KEEMPAT

KELIRA

Sesuai  dengan  diktum  KEDUA,  besamya  pajak  yang  terutang
menj adi                                                                                            sebesar

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliman
dalam    Keputusan    Kepala    Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesual   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,          r? `

\



LL.     FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan  Supadio, Telepon  (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR

TENTANG
PEMBETULAN ATAS ......................

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca             : surat       permohonan       pembetulan       atas
Pajak/wakil/kuasa  Wajib  Pajak  *)   ....................

nana      Waj ib
nomor...........

tanggal .....,..,. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
............   tanggal .............., perlu diterbitkan keputusan atas

permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;

Menimbang          : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam  Laporan  Hasil  Penelitian  Permohonan  Pembetulan  Pajak
Daerah   nomor

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KRTIGA

KEEMPAT

tanggal..............perlu
menetapkan   keputusan   atas   permohonan   pembetulan   Wajib
Pajak dimaksud;
1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor   13  Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutari PBJT.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPAIA BADAN PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PEMBETULAN

Mongrbunlan   oduruhnyci/Mongrbulhan   eebngim/Menolck   +)
pemohonan pembetulan atas
1. Nana Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

untuk:

: Sesual                     dengan                     diktum                     PERTAMA,
.............nomor......................tanggal....„....„...........dinyatakan
tetap berlaku.

: Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala    Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.

: Keputusan  Kepala Badan Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



MM.  FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN

Nomor        :
Si fat            :
Lampiran : Permohonan Pembatalan

atas...............,,.,.

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di

SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIK
Alanat
Pekeljaan/jabatan
dalam hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak

Wakil

Nana
NIK
Alanat

Kuasa dari Wajib Pajak:

±£[:sama ini mengajukan pembatalan atas:
SKPD

SKPDN

Nomor Surat
Tanggal Surat
Jenis Pajal{ Daerah
Masa/Tahun Pajak

I SKPDKB              I SKPDKBT
I SKPDLB              I STPD

Perrnohonan pembatalan tersebut diajukan karena:

3.  dst.

Demikian    permohonan    pembatalan    kami    sampaikan    untuk    dapat
dipertimbanct<an                                                                                                                           4

Wajib pajak/Wahil/Kuasa *)     Z-

+



NN.    FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN

PEMERINTAH RABUPATEN KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

Menimbang

Men8in8at

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KFTIGA

KEEMPAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....................

TENTANG
PEMBATALAN ATAS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat       permohonan       pembatalan       atas
Pajak/wardl/kuasa  Wajib  Pajak  *)  ...

nana       Waj ib
nomor....

tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
..........  tanggal ..........., perlu diterbitkan keputusan atas

permohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;

bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam  Laporan  Hasil  Penelitian  Permohonan  Pembatalan  Pajak
Daerah   nomor tanggal..............perlu
menetapkan   keputusan   atas   permohonan   pembatalan   Wajib
Pajak dimaksud;
1.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya   Nomor ......... Tahun ..... tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  KEPALA BADAN  PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PEMBATALAN...................

Mengabulkan    /Menolak    *)    permohonan    pembatalan    atas
.... untuk:

1. Nana Wajib Pajak
2. NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

: S esu al                     dengan                     diktum                     PERTAMA ,
.............nomor...............,,.,,,.tanggal..............,.......dinyatakan
tetap berlarfu.

: Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliman
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlarfu.

: Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Fitde:atpan:£; SEI RAVA                    A

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



00.   FORMAT SURAT KEPUTUSAN PBMBETULAN DAN PEMBATALAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR ............ ' ' . ' '

TBNTANG
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH

SECARA JABATAN

KEPAIA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian   sebagaimana  dituangkan
dalarn   Laporan   Hasil   Penelitian   Pembetulan   dan   Pembatalan
Pajak     Daerah     secara     Jabatan     nomor     ..............     tanggal
........................  perlu  menetapkan  keputusan  atas  pembetulan
dan pembatalan pajak daerah secara jabatan;

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor ......... Tabun ...... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PB`JT.

MEMUTUSKAN:

:  KEPUTUSAN KEPALA BADAN  PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK SECARA JABATAN

Memberikan  keputusan  pembetulan  dan  pembatalan  terhadap
surat ketetapan pajak dan  surat keputusan perpajakan daerah
lalnnya yang tidak benar secara jabatan sebagaimana ditetapkan
dalam  Lampiran  Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah
ini,   yang   merupakan   bagian   yang   tidak   terpisahkan   dari
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesual   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badari  Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

+



PP.    FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Nomor        :
Sifat            :
Lampiran :
Hal            :  Permohonan pengurangan

Sanksi Administrasi

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya

cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya

di         SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIK
Alamat
PekeH.aan/jabatan
dalam hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak

Wakil

Nana
NIK
Alamat

Kuasa dari Wajib Pajak:

b ersama         ini          mengajukan          pengurangan          sanksi          administrasi
sebesar

atas:I SKPD

Nomor Surat
Tanggal Surat
Jenis Pajak Daerali
Masa/Tahun Pajak

I SKPDKB              I SKPDRET

Perlnohonan  pengurangan  sanksi  administrasi  tersebut  diajukan  dengan
mempertimbangkan kondisi kami sebagai berikut:

3.  dst.

Demikian  permohonan  pengurangan  sanksi  administrasi  kami  sampaikan
untuk dapat dipertimban8kan.

Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa *)



QQ.    FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

PEMERINTAH KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR. . . " ................

TBNTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

KEPAIA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

:  surat permohonan pengurangan sanksi administrasi atas nana
Wajib   Pajak/wakil/kuasa  Wajib   Pajak  *)   .................,,   nomor
...........    tanggal    ..............   yang   diterima   berdasarkan   tanda
terima  nomor  ...................    tanggal  ..............,  perlu  diterbitkan
keputusan  atas  perlnohonan  pengurangan  sanksi  administrasi
Wajib Pajak dimaksud;

: bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan sanksi
administrasi  nomor tanggal..............perlu
menetapkan  keputusan  atas  permohonan  pengurangan  sanksi
administrasi Wajib Pajak dimaksud;

:  I. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PB`JT.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN  KEPAIA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

: Mengabulkan    seluruh/Mengabulkan    sebagian    /Menolak    *)
permohonan pengurangan sanksi administrasi untuk:
1. Nama Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah
sebesar
administrasi           yang

tanggal

%(.........

terdapat
„...)       dari      sanksi
pada..........Nomor

Perhitungan     besamya     sanksi     administrasi     sebagaimana
dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
a.   sanksi administrasi                 Rp
b.   besamya pengurangan

(..........%xRp............
c.   sanksi administrasi setelah   Rp

pengurangan

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesual   ketentuan  yang
berlaku.



KEEMPAT Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan Daerah ini mulal berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



RR.  FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya

Nomor        :
Si fat            :
Lampiran :
Hal            :   Permohonan pengembalian

Kelebihan Pembayaran Pajak

cq.  Kepala Badan Pendapafan Daerah
Kabupaten Kubu Raya

di     SEIRAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIK
Alamat
Pekerjaan/jabatan
dalaln hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak

Wahil

Nana
NIK
Alamat

IKuasa dari Wajib Pajak:

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
daerah yang disebabkan oleh:I pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dengan alasan:

]jbue:i:§arpkaLakjuymTid::I?;i;;arp;edba£.fbesardaripadaJumlahpajakyangterutang
Jenis/Nomor
Tanggal Surat
Jenis Pajal{ Daerah :
Masa/Tahun Pajak :

Berdasarkan  perhitungan  kami,  terdapat  kelebihan  pembayaran  pajak
sebagai berikut:
a.   Pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan bukti pembayaran:

1.    SSPDNo
tanggal. , ,

2.   SSPDNo
tanggal...........

3.   dst
Jumlali pembayaran

b.  Jumlah pajak yang terutang/ scharusnya terutang
c.   Jumlah kelebihan pembayaran pajak
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dilakukan dengan:II Pembayaran ke rekening

Kompensasi untuk utang pajak

Demihian  permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak  daerah
kami sampalhan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa *)



SS.  FORMAT SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAH  KABUPATEN KUBu  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan  Supadio, Telepon  (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....................

TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

:  surat  permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak
atas nama Wajib Pajak/waldl/kuasa Wajib Pajak *)  ....................
nomor   ...........   tanggal    ..............   yang   diterima   berdasarkan
tanda    terima   nomor    ...................        tanggal    ..............,    perlu
diterbitkan keputusan atas permohonari pengembalian kelebihan
pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;

Menimbang         : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagainana  dituangkan
dalam    Laporan    Hasil     Penelitian    pengembalian    kelebihan
pembayaran  pajak  nomor

Mengingat

Menetapkan

PERTAVA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

tan88al
perlu  menetapkan  keputusan  atas  permohonan  pengembalian
kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor   13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN

: Mengabulkan    seluruh/Mengabulkan    sebagian    /Menolak    *)
pemiohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk:
1. Nana Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alanat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

Sesuai   diktum   PER'rAMA,   kepada memiliki
kelebihan      pembayaran      ..................... Masa/Tahun*)      Pajak

sebesar Rp

Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesual diktum KEDUA
adalah   sebagainana  tercantum  pada  Lampiran   I   Keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

Kelebihan   pembayaran   pajak   sebagalmana   dimaksud   dalam
dikfum KEDUA:

I::i:hftyu:5k==e]ut=mhtn:agdseenfaantL¥kangte:Sa:,S¥£e=£=[=
pembayaran pajak.



]±pirhituntg=i:andgen8and:tan8mp:gs#dantt:::suapaj¥ebye¥ar8

bukukan  oleh  Bank                      di
Wajib  Pajak dengan  mama rekening

)       untuk      dipindah
...............   ke   rekening

nomor   rekening    ...............                pada   Bank

KELIRA

KEENAM

KETUJUH

dan
di

Rincian  kompensasi  dengan  Utang  Pajak  dan/atau  pajak  yang
akan  terutang  sesuai  diktum  KEEMPAT  adalah  sebagainana
tercantum    pada    Lampiran     11     Keputusan     Kepala    Badan
Pendapatan Daerah ini.

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesual   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SDI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



IT.  PERHITUNGAN PBJT ATAS JASA PARKIR DENGAN TAKSASI

Terhadap  penyelenggara tempat parkir tanpa dipungut bayaran  (parkir Cuma-
Cuma)    maka   perhitungan    nilai   omset    sebagai    Dasar   Pengenaan    Pajak
dilaksanakan  dengan  cara  taksasi  yaltu  dengan  mengkalkusasi  fcktor-faktor:
daya  tampung lahan  parkir,  waktu  penyelenggaraan,  lama  penggantian  (turn
over) dan tarif parker per jenis kendaraan.

Contoh:

Jenis Daya Turn
Waktu

Junulah Tarif Omset
Kendaraan Tampung Over Kendaraan Parkir Rata-rata

Lahan Perhari (Rp) Perhari(Rp)

1 2 3 4 5=2x3x4 6 7=5x6
Mobil 10 buch 1jam 12jam 120 2.000 240.000

Motor 50 buah 30menit 12jam 1.200 1.000 1.200.000

Jumlah Omset Rata-rata perhari 1.400.000

Perhitungan PBJT atas LJasa Parkir

Jumlah Onset Rata-rata Perhari
Jumlah Hari Pelayanan (hari)

Jumlah Omset Perbulan
Tarif PRJT atas Jasa Parkir

PBLJT atas Jasa Parkir

Paraf   Koordina.i

Sekretaris  Daerah h
Asisten Administrasi umum h`
Kepala Bagian Hukum dy

Rp.1.4000.000
20

Rp. 28.800.000
10%

Rp.    2.880.000

BupATI KUBU RAP9 .

wh
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